KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Menimbang

Mengingat

UMUM DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

bahwa untuk penyusunan daftar pemilih di dalam
negeri dan di luar negeri yang akurat, komprehensif,
dan mutakhir perlu menggunakan sistem informasi
data pemilih yang terintegrasi;

bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11
Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di
Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun
2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sudah tidak
sesuai dengan perkembangan hukum dan untuk
menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
20/PUU-XVII/2019 sehingga perlu diganti;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem
Informasi Data Pemilih;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Menetapkan
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Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor S5 Tahun 2022 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 574);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN SISTEM
INFORMASI DATA PEMILIH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu
adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan
Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan
Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu.

3. Penyelenggara  Pemilu adalah lembaga  yang
menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi
Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu
kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan
Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan
untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah secara langsung oleh rakyat.

4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat
KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat
nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan
Pemilu.
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Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya
disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di
provinsi.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang
selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah
Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.

Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya
disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU
Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat
kecamatan atau nama lain.

Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat
PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU
Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat
kelurahan/desa atau nama lain.

Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya
disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU
untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.

Petugas pemutakhiran data pemilih yang selanjutnya
disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh
PPS atau PPLN untuk melakukan pendaftaran dan
pemutakhiran data pemilih.

Kotak Suara Keliling yang selanjutnya disingkat KSK
adalah pelayanan pemungutan suara bagi Pemilih yang
dilakukan oleh PPLN dengan cara mendatangi tempat-
tempat Pemilih berkumpul, bekerja, dan/atau
bertempat tinggal dalam satu kawasan.

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut
Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang
mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya
disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi
Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi.

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang
selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah
badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di
wilayah Kabupaten/Kota.

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya
disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang
dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk
mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah
kecamatan atau nama lain.

Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang
selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah
petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di
kelurahan/desa atau nama lain.

Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya
disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh
Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di
luar negeri.

Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI
adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-
orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-
undang sebagai warga negara.
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Pemilih adalah WNI yang sudah genap berumur 17
(tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah
pernah kawin.

Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat
TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan
suara.

Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang
selanjutnya  disingkat @ TPSLN adalah tempat
dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu yang
selanjutnya disingkat DP4 adalah data yang disediakan
oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang
memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat
Pemilu diselenggarakan.

Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu Luar Negeri
yang selanjutnya disingkat DP4LN adalah data yang
disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk
yang tinggal di luar negeri yang memenuhi persyaratan
sebagai Pemilih pada saat Pemilu diselenggarakan.
Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk
memperbaharui data Pemilih berdasarkan DPT dari
Pemilu dan Pemilihan Terakhir, serta DPTLN yang
disandingkan dengan DP4 serta dilakukan pencocokan
dan penelitian yang dilaksanakan oleh KPU
Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, PPLN, PPS,
dan Pantarlih.

Daftar Pemilih adalah data Pemilih yang disusun oleh
KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penyandingan
data Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan terakhir yang
dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 untuk
selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan
pemutakhiran.

Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat
DPS adalah Daftar Pemilih hasil kegiatan Pemutakhiran
Data Pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota
dengan dibantu oleh PPK, PPS, dan Pantarlih.

Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan yang
selanjutnya disingkat DPSHP adalah DPS yang telah
diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan
masyarakat dan/atau peserta Pemilu.

Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir yang
selanjutnya disingkat DPSHP Akhir adalah DPSHP yang
telah diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan
masyarakat dan/atau peserta Pemilu.

Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT
adalah DPSHP Akhir yang telah diperbaiki oleh PPS,
direkapitulasi oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU
Kabupaten/Kota.

Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat
DPTb adalah Daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam
DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih
tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di
TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan
memberikan suara di TPS lain.

Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disingkat DPK
adalah daftar Pemilih yang memiliki identitas
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kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan
DPTh.

Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri yang selanjutnya
disingkat DPSLN adalah daftar Pemilih hasil
Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Pemilu atau
Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara
berkelanjutan.

Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Luar Negeri
selanjutnya disingkat DPSHPLN adalah DPSLN yang
telah diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan
masyarakat.

Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri yang selanjutnya
disingkat DPTLN adalah DPSHPLN yang telah diperbaiki
dan ditetapkan oleh PPLN.

Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri yang selanjutnya
disingkat DPTbLN adalah data Pemilih yang telah
terdaftar dalam DPTLN di suatu TPSLN yang karena
keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan
haknya untuk memilih di TPSLN tempat yang
bersangkutan terdaftar.

Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri yang selanjutnya
disingkat DPKLN adalah data Pemilih yang
menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau
Paspor yang menggunakan hak pilihnya pada hari
pemungutan suara.

Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut
Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pantarlih
dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan cara
mendatangi Pemilih secara langsung.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya
disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang
dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi
Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas
yang membidangi urusan di bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.
Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya
disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang
bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada
seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah
kartu identitas keluarga yang memuat data tentang
nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta
identitas anggota keluarga.

Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut
Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Republik Indonesia kepada WNI untuk
melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku
selama jangka waktu tertentu.

Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia
yang selanjutnya disebut Surat Perjalanan Laksana
Paspor adalah dokumen pengganti paspor yang
diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama
jangka waktu tertentu.

Kementerian Dalam Negeri adalah kementerian yang
menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan
dalam negeri.
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Kementerian Luar Negeri adalah kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar
negeri.

Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah
lembaga yang dibentuk melalui musyawarah
masyarakat setempat dalam rangka pelayanan
pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan
oleh pemerintahan Desa atau Kelurahan.

Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah
lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus
RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah
Desa atau Kelurahan.

Hari adalah hari kalender.

Pasal 2
Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan
Pemilu berpedoman pada prinsip:
komprehensif;
inklusif;
akurat;
mutakhir;
terbuka;
responsif;
partisipatif;
akuntabel;
perlindungan data diri; dan
j- aksesibel.
Prinsip komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a merupakan prinsip penyusunan daftar
Pemilih secara lengkap dan luas yang meliputi semua
WNI yang memenuhi syarat sebagai Pemilih yang berada
di dalam negeri dan di luar negeri.
Prinsip inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan prinsip yang mengikutsertakan
kementerian, lembaga, pemerintahan daerah dan pihak-
pihak terkait lain dalam membantu kegiatan
penyelenggaraan penyusunan daftar Pemilih.
Prinsip akurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ merupakan prinsip penyusunan daftar Pemilih
yang mampu memuat informasi terkait Pemilih yang
benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Prinsip mutakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d merupakan prinsip penyusunan daftar Pemilih
berdasarkan informasi dan data Pemilih yang terakhir
dan terbaru.
Prinsip terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e merupakan prinsip penyelenggaraan
penyusunan daftar Pemilih yang dilakukan secara
terbuka untuk Pemilih yang memenuhi syarat.
Prinsip responsif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f merupakan prinsip yang membuka kesempatan
pemberian tanggapan terhadap masukan dalam
penyelenggaraan penyusunan daftar Pemilih.
Prinsip partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g merupakan prinsip yang membuka partisipasi

PR 0 0 o
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seluas-luasnya kepada semua WNI untuk mengusulkan
Data Pemilih dalam penyusunan daftar Pemilih.

Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf h merupakan prinsip yang memberikan kejelasan
fungsi dan tugas dan serta akuntabilitas dalam
pelaksanaan dan penyusunan serta pelaporan hasil
Pemutakhiran Data Pemilih.

Prinsip perlindungan Data Pribadi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan prinsip yang
memberikan perlindungan terhadap hak sipil dasar
warga negara atas privasi data pribadinya.

Prinsip aksesibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf j merupakan prinsip yang memberikan
kemudahan dalam mengakses data pada saat
pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih.

BAB II
PEMILIH

Pasal 3
Pemilih didaftarkan 1 (satu) kali oleh Penyelenggara
Pemilu dalam Daftar Pemilih.
Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdaftar pada lebih dari 1 (satu) wilayah tempat tinggal,
Pemilih dimaksud didaftar sesuai dengan alamat yang
tercantum dalam KTP-el atau KK.
Dalam hal Pemilih luar negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdaftar pada lebih dari 1 (satu) wilayah
tempat tinggal, PPLN melakukan konfirmasi kepada
Pemilih dimaksud untuk menentukan wilayah tempat
tinggal yang akan dicatat dalam Daftar Pemilih.

Pasal 4
WNI dapat terdaftar sebagai Pemilih, harus memenuhi
syarat:
a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada

(1)

hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah
pernah kawin;

tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap;

berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dibuktikan dengan KTP-el;

berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-
el, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor;
dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el
sebagaimana dimaksud dalam huruf ¢ dan huruf d,
dapat menggunakan Kartu Keluarga; dan

tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional
Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Pasal 5

WNI harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang
ditentukan lain dalam Undang-Undang.
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WNI yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih, ternyata
tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, WNI dimaksud tidak dapat
menggunakan hak memilihnya.

Pasal 6
Penyusunan Daftar Pemilih dilakukan terhadap Pemilih
yang berada:
a. di dalam negeri; dan
b. diluar negeri.
Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi kegiatan:
a. penyusunan;
b. rekapitulasi; dan
C. penetapan.

Pasal 7

Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2) huruf a untuk Pemilih yang berada di dalam negeri
dilakukan oleh:
a. PPS;
b. PPK; dan
c. KPU Kabupaten/Kota.
Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2) huruf b untuk Pemilih yang berada di dalam negeri
pada tingkat:
a. desa dilakukan oleh PPS;
b. kecamatan dilakukan oleh PPK;
c. kabupaten/kota dilakukan oleh KPU

Kabupaten/Kota;
d. tingkat provinsi dilakukan oleh KPU Provinsi; dan
e. tingkat nasional KPU.
Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2) huruf ¢ untuk Pemilih yang berada di dalam negeri
dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2) huruf a untuk Pemilih yang berada di luar negeri
dilakukan oleh PPLN.
Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2) huruf b untuk Pemilih yang berada di luar negeri
pada tingkat:
a. perwakilan negara Republik Indonesia di luar

negeri dilakukan oleh PPLN; dan
b. nasional dilakukan oleh KPU.
Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2) huruf ¢ untuk Pemilih yang berada di luar negeri
dilakukan oleh PPLN.

BAB III
TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

Pasal 9

Tahapan penyusunan Daftar  Pemilih dalam
Penyelenggaraan Pemilu meliputi:
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penyusunan bahan Daftar Pemilih;

penyusunan DPS;

penyusunan DPSHP;

penyusunan DPT;

penyusunan DPTb dan DPK; dan

penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden putaran kedua.

Penyusunan bahan Daftar Pemilih sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:

a. penyediaan data kependudukan dalam negeri dan
luar negeri; dan

b. Pemutakhiran Data Pemilih dalam negeri dan luar
negeri.

Penyusunan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b meliputi kegiatan penyusunan DPS dalam

negeri dan luar negeri.

Penyusunan DPSHP sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c meliputi kegiatan:

a. penyusunan DPSHP dalam negeri dan DPSHP luar
negeri; dan

b. penyusunan DPSHP Akhir dalam negeri.

Penyusunan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d meliputi kegiatan penyusunan DPT dalam

negeri dan luar negeri.

Penyusunan DPTb dan DPK sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. penyusunan DPTb dalam negeri dan luar negeri;
dan

b. penyusunan DPK dalam negeri dan luar negeri.

Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden putaran kedua sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf f meliputi:

a. penyusunan DPS dalam negeri dan luar negeri
Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
putaran kedua; dan

b. penyusunan DPT dalam negeri dan DPT luar negeri

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran

kedua.

oo T

Pasal 10

Ketentuan mengenai program dan jadwal kegiatan tahapan
penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Komisi ini.

(1)

BAB IV
PENYUSUNAN BAHAN DAFTAR PEMILIH

Bagian Kesatu
Penyediaan Data Kependudukan

Pasal 11

KPU menerima data kependudukan dari pemerintah
dalam bentuk:
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a. data penduduk potensial pemilih Pemilu yang
berasal dari Kementerian Dalam Negeri; dan

b. data WNI yang bertempat tinggal di luar negeri yang
berasal dari Kementerian Luar Negeri.

KPU berkoordinasi dengan pemerintah untuk

melakukan sinkronisasi data kependudukan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam melakukan sinkronisasi data kependudukan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU dapat

menyelenggarakan rapat koordinasi.

Peserta rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), terdiri dari:

a. Kementerian Dalam Negeri;

b. Kementerian Luar Negeri;

c. kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintah di bidang hukum dan hak asasi
manusia,;

d. Tentara Nasional Indonesia;

e. Kepolisian Negara Republik Indonesia;

f. lembaga pemerintah nonkementerian yang
bertugas di bidang penempatan dan perlindungan
tenaga kerja Indonesia; dan

g. kementerian atau lembaga lain yang terkait.

Pasal 12
Sinkronisasi data  kependudukan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) menjadi:
a. DP4; dan
b. DP4LN.
Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar
Negeri harus menyerahkan DP4 dan DP4LN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf
b kepada KPU paling lambat 14 (empat belas) bulan
sebelum hari pemungutan suara.
Penyerahan DP4 dan DP4LN sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dalam bentuk salinan digital dan
dilengkapi dengan rekapitulasi DP4 per desa/kelurahan
dalam bentuk salinan digital dan salinan cetak.
Salinan digital DP4 dan DP4LN sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dibuat menggunakan format Comma
Separated Values (CSV).
Penyerahan DP4 dan DP4LN sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dituangkan ke dalam berita acara serah
terima.

Pasal 13
DP4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
huruf a memuat data potensial Pemilih yang berada di
dalam negeri yang pada hari pemungutan suara genap
berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan sudah
kawin atau sudah pernah kawin secara terinci untuk
setiap kelurahan/desa atau sebutan lain.
DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat informasi:
a. nomor urut;
b. NIK;
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nomor KK;

nama lengkap;

tempat lahir;

tanggal lahir;

jenis kelamin;

status perkawinan;

alamat jalan/dukuh atau sebutan lain;

RT;

RW;

ragam disabilitas; dan

status perekaman KTP-el.

DP4LN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
huruf b memuat data potensial Pemilih yang berada di
luar negeri yang pada hari pemungutan suara genap
berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan sudah
kawin atau sudah pernah kawin secara terinci untuk
setiap wilayah kerja PPLN.

DP4LN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
sedikit memuat informasi:

nomor urut;

NIK;

nomor KK;

nomor Paspor/nomor Surat Perjalanan Laksana
Paspor;

nama lengkap;

tempat lahir;

tanggal lahir;

jenis kelamin;

status perkawinan;

alamat jalan;

ragam disabilitas; dan

status perekaman KTP-el.

BERT IR M A0

oo

Bagian Kedua
Pemutakhiran Data Pemilih di Dalam Negeri

Paragraf 1
Penyusunan Bahan Pemutakhiran Data Pemilih

Pasal 14
KPU melakukan penyandingan DP4 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dengan DPT
Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan
secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Dalam melakukan penyandingan data sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), KPU dapat melakukan
koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
KPU menyampaikan data hasil penyandingan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU
Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi.

Pasal 15
KPU Kabupaten/Kota menyusun Daftar Pemilih
berdasarkan data hasil penyandingan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
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Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun berbasis TPS menggunakan formulir Model A-

Daftar Pemilih.

Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk

setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang, dengan

memperhatikan:

a. tidak menggabungkan kelurahan/desa atau
sebutan lain;

b. kemudahan Pemilih ke TPS;

c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga
pada TPS yang berbeda;

d. aspek geografis setempat; dan

e. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan
memperhatikan tenggang waktu pemungutan
suara.

Ketentuan mengenai formulir Model A-Daftar Pemilih

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 16

Daftar Pemilih dalam formulir Model A-Daftar Pemilih
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)
disampaikan kepada:
a. Pantarlih melalui PPK dan PPS dalam bentuk

salinan cetak dan/atau salinan digital; dan
b. PPK dan PPS dalam bentuk salinan digital.
Penyampaian Data Pemilih dalam formulir Model A-
Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan ke dalam berita acara serah terima.

Paragraf 2
Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih

Pasal 17

KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Pemutakhiran
Data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih dalam formulir
Model A-Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (2).

Dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU
Kabupaten/Kota dibantu oleh Pantarlih, PPS, dan PPK.
Pemutakhiran Data Pemilih diselesaikan paling lama 3
(tiga) bulan setelah KPU menerima DP4 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 18
Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan dengan cara Coklit.
Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Pantarlih.
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Pasal 19

Pantarlih melaksanakan Coklit sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18 ayat (1) berdasarkan Daftar Pemilih

dalam formulir Model A-Daftar Pemilih.

Pantarlih melaksanakan Coklit dengan cara mendatangi

Pemilih secara langsung.

Dalam melaksanakan kegiatan Coklit sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) Pantarlih:

a. mencocokkan Daftar Pemilih pada formulir Model
A-Daftar Pemilih dengan KTP-el dan/atau KK;

b. mencatat data Pemilih yang telah memenuhi
syarat, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih;

C memperbaiki data Pemilih jika terdapat kekeliruan;

d. mencatat keterangan  Pemilih  penyandang
disabilitas pada kolom ragam disabilitas;

e. mencatat data Pemilih yang telah berubah status
dari status prajurit Tentara Nasional Indonesia
atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
menjadi  status  sipil dibuktikan  dengan
menunjukkan surat keputusan pemberhentian
sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

f.  mencatat Pemilih yang tidak memiliki KTP-el
dengan memberikan keterangan Pemilih tidak
memiliki KTP-el;

g. mencoret data Pemilih yang telah meninggal
dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan
kematian atau dokumen lainnya;

h. menandai data Pemilih yang telah pindah domisili
ke lain wilayah;

i.  mencoret data Pemilih yang ditemukan ganda;

j-  mencoret data Pemilih yang telah berubah status

dari status sipil menjadi status prajurit Tentara
Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan
menunjukkan kartu tanda anggota Tentara
Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia;

k. mencoret data Pemilih yang belum pernah
kawin/menikah dan belum genap berumur 17
(tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara;
dan

l.  menandai data Pemilih, yang berdasarkan KTP-el
atau KK bukan merupakan Pemilih yang beralamat
di TPS wilayah kerja Pantarlih.

Pantarlih mencatat hasil Coklit dalam buku kerja

Pantarlih.

Pantarlih berkoordinasi dengan RT dan RW dalam

melaksanakan Coklit.

Pasal 20
Dalam hal Pemilih belum terdaftar dalam formulir Model
A-Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (2), Pantarlih:
a. memastikan Pemilih sudah memenuhi syarat
sebagai Pemilih dan memiliki KTP-el; dan
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b. mencatat Pemilih yang bersangkutan ke dalam
formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih.
Dalam hal Pemilih yang belum terdaftar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditemui secara
langsung, Pantarlih meminta keluarga Pemilih untuk
menunjukkan salinan KTP-el Pemilih yang
bersangkutan.
Dalam hal keluarga Pemilih tidak dapat menunjukkan
salinan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pantarlih dapat berkomunikasi melalui panggilan video
atau konferensi video dalam waktu seketika yang
memungkinkan Pantarlih dan Pemilih untuk saling
bertatap muka, berbicara langsung, dan melihat
kesesuaian wajah dengan foto pada dokumen KTP-el.
Dalam hal keluarga Pemilih tidak dapat menunjukkan
salinan KTP-el Pemilih sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan Pantarlih tidak dapat berkomunikasi
dengan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Pantarlih meminta keluarga Pemilih untuk
menunjukkan KK Pemilih yang bersangkutan.
Pantarlih mencatat kedua alamat Pemilih dan
menuliskan frase alamat KTP-el sesuai pada kolom
keterangan, jika Pemilih beralamat KTP-el dan alamat
tempat tinggal yang sama.
Pantarlih mencatat alamat KTP-el Pemilih dan mencatat
alamat domisili Pemilih serta menuliskan frase alamat
KTP-el tidak sesuai pada kolom keterangan, jika Pemilih
beralamat domisili berbeda dengan alamat pada KTP-el.
Dalam hal Pemilih yang dicatat dalam Daftar Pemilih
pada formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih tidak
memiliki KTP-el, Pantarlih memberikan keterangan
Pemilih belum memiliki KTP-el.
Pantarlih menuliskan keterangan Pemilih belum
memiliki KTP-el, jika Pemilih tidak dapat ditemui secara
langsung oleh Pantarlih sampai dengan berakhirnya
tahapan coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
Ketentuan mengenai formulir Model A-Daftar Potensial
Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 21
Pantarlih memberikan formulir Model A-Tanda Bukti
Terdaftar kepada Pemilih yang telah dilakukan Coklit.
Pantarlih menempelkan stiker Coklit yang dikeluarkan
oleh KPU untuk setiap 1 (satu) KK.
Ketentuan mengenai formulir Model A-Tanda Bukti
Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.
Ketentuan mengenai stiker Coklit sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam
Peraturan Komisi ini.
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Pasal 22
Pantarlih mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan
Coklit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3)
ke dalam formulir Model A-Laporan Hasil Coklit.
Pantarlih menyampaikan hasil Coklit sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada PPS, menggunakan
formulir Model A-Daftar Pemilih, dan formulir Model A-
Daftar Potensial Pemilih.
Hasil Coklit digunakan PPS sebagai bahan untuk
menyusun DPS.
Ketentuan mengenai formulir Model A-Laporan Hasil
Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 23
Setelah menerima hasil Coklit dari Pantarlih, PPS:
a. memeriksa kelengkapan dokumen;
b. memeriksa kesesuaian pengisian; dan
c. mencocokkan jumlah antara hasil Coklit Pantarlih
dengan rekapitulasi hasil Coklit pada formulir
Model A-Laporan Hasil Coklit.
Dalam hal hasil Coklit tidak lengkap dan/atau tidak
sesuai, PPS menyampaikan kembali kepada Pantarlih
untuk dilengkapi dan diperbaiki.

Pasal 24
Pantarlih memperbaiki hasil Coklit sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
Hasil perbaikan Coklit disampaikan kembali kepada
PPS sebagai bahan untuk menyusun DPS.

Bagian Ketiga
Pemutakhiran Data Pemilih di Luar Negeri

Paragraf 1
Penyusunan Bahan Pemutakhiran Data Pemilih

Pasal 25
KPU melakukan penyandingan DP4LN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dengan DPT
luar negeri Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara
berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Dalam melakukan penyandingan data sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), KPU dapat melakukan
koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.
KPU menyampaikan data hasil penyandingan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPLN
melalui Kementerian Luar Negeri.

Pasal 26
PPLN menyusun Daftar Pemilih berdasarkan data hasil
penyandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat (3).
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Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun berbasis Pemilih yang memberikan suara

melalui TPSLN, KSK, atau pos dengan menggunakan

formulir Model A-Daftar Pemilih LN.

Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) memperhatikan:

a. kemudahan Pemilih untuk memberikan suara
melalui TPSLN, KSK, atau pos;

b. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga
pada TPSLN atau KSK yang berbeda;

c. aspek geografis setempat;

d. jarak dan waktu tempuh menuju TPSLN atau KSK;
dan

e. jarak dan waktu pengiriman melalui pos.

Ketentuan mengenai formulir Model A-Daftar Pemilih LN

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam

Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 27

Daftar Pemilih dalam formulir Model A-Daftar Pemilih LN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) disampaikan
PPLN kepada Pantarlih luar negeri dalam bentuk salinan
digital dan/atau salinan cetak.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Paragraf 2
Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih

Pasal 28
PPLN melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih
berdasarkan Daftar Pemilih dalam formulir Model A-
Daftar Pemilih LN sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 ayat (2).
Dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPLN dibantu
oleh Pantarlih luar negeri.
Pemutakhiran Data Pemilih oleh PPLN diselesaikan
paling lama 3 (tiga) bulan setelah KPU menerima DP4LN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 29

Pantarlih luar negeri melaksanakan Coklit berdasarkan

Daftar Pemilih dalam formulir Model A-Daftar Pemilih

LN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

Pantarlih luar negeri melaksanakan Coklit dengan cara:

a. mendatangi Pemilih;

b. memanfaatkan kegiatan masyarakat di Kantor
Perwakilan Republik Indonesia dan/atau tempat
lain;

c. menghubungi Pemilih melalui telepon atau media

sosial;

mengirim surat kepada Pemilih melalui pos;

mengirim surat elektronik kepada Pemilih;

menindaklanjuti masukan atau tanggapan
masyarakat melalui telepon, media sosial atau
pusat panggilan atau laman resmi; atau

o oA
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dengan cara lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Dalam melaksanakan kegiatan Coklit sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Pantarlih:

a.

(S —.

=

n.

mencocokkan Daftar Pemilih pada formulir Model
A-Daftar Pemilih LN dengan KTP-el, KK, Paspor
atau Surat Perjalanan Laksana Paspor;

mencatat data Pemilih yang memiliki KTP-el, KK,
Paspor atau Surat Perjalanan Laksana Paspor yang
masih berlaku atau dokumen lain yang
menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah
WNI tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih di
luar negeri dengan menggunakan formulir Model A-
Daftar Potensial Pemilih LN;

mencatat data Pemilih yang telah berubah status
dari status prajurit Tentara Nasional Indonesia
atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
menjadi  status  sipil dibuktikan  dengan
menunjukkan surat keputusan pemberhentian
dari anggota Tentara Nasional Indonesia atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

mencatat nomor telepon dan surat elektronik;
memperbaiki data Pemilih jika terdapat kekeliruan;
mencatat metode pemungutan suara yang akan
digunakan oleh Pemilih;

mencatat  keterangan  Pemilih  penyandang
disabilitas pada kolom ragam disabilitas;

mencatat Pemilih yang tidak memiliki KTP-el
dengan memberikan keterangan Pemilih tidak
memiliki KTP-el;

mencoret data Pemilih yang telah meninggal;
mencoret data Pemilih yang telah pindah domisili
ke wilayah lain;

mencoret data Pemilih yang ditemukan ganda;
mencoret data Pemilih yang telah berubah status
dari status sipil menjadi status prajurit Tentara
Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia;

mencoret data Pemilih yang belum pernah
kawin/menikah dan belum genap berumur 17
(tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara;
dan

menandai data Pemilih yang tidak dikenal dan
telah dipastikan tidak diketahui keberadaannya.

Ketentuan mengenai formulir Model A-Daftar Potensial
Pemilih LN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 30

Pantarlih luar negeri melakukan pencatatan data
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b
dan huruf f dengan cara:
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a. meminta Pemilih menunjukkan KTP-el atau KK
atau Paspor atau Surat Perjalanan Laksana Paspor
yang masih berlaku; dan

b. melakukan konfirmasi kepada Pemilih mengenai
informasi yang tercantum dalam DP4LN.

Pantarlih luar negeri melakukan pencatatan dan

perbaikan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

ayat (2) huruf d sampai dengan huruf g dengan cara

meminta Pemilih mengirimkan salinan digital atau
salinan naskah asli KTP-el, KK, Paspor atau Surat

Perjalanan Laksana Paspor melalui pos atau surat

elektronik atau media komunikasi lainnya.

Dalam hal Pemutakhiran Data Pemilih dilakukan

dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

ayat (2), PPLN dibantu oleh Pantarlih luar negeri

melakukan konfirmasi kepada Pemilih melalui telepon,
surat elektronik, atau media komunikasi lainnya.

Pasal 31

Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih

pada formulir Model A-Daftar Pemilih LN tidak memiliki

KTP-el, Paspor atau Surat Perjalanan Laksana Paspor,

Pantarlih memberikan keterangan Pemilih yang

ditemukan belum memiliki KTP-el.

Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih

pada formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih luar

negeri tidak dapat:

a. menunjukkan KTP-el, Paspor atau Surat
Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a; dan

b. mengirimkan salinan digital atau salinan naskah
asli KTP-el, Paspor atau Surat Perjalanan Laksana
Paspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (2),

Pantarlih luar negeri memberikan keterangan Pemilih

yang ditemukan oleh Pantarlih luar negeri belum

memiliki KTP-el, Paspor atau Surat Perjalanan Laksana

Paspor atau tidak dapat dipastikan kepemilikan KTP-el,

Paspor atau Surat Perjalanan Laksana Paspor.

Pasal 32

Pantarlih luar negeri memberikan formulir Model A-
Tanda Bukti Terdaftar LN kepada Pemilih yang telah
dilakukan Coklit.

Ketentuan mengenai formulir Model A-Tanda Bukti
Terdaftar LN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 33
Pantarlih luar negeri mencatat dan merekapitulasi hasil
kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
ayat (3) ke dalam formulir Model A-Laporan Hasil Coklit
LN.
Pantarlih luar negeri menyampaikan hasil Coklit
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPLN,
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menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih LN dan
formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih LN.

Hasil Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
digunakan PPLN sebagai bahan untuk menyusun
DPSLN.

Pasal 34
Setelah menerima hasil Coklit dari Pantarlih luar negeri,
PPLN:
a. memeriksa kelengkapan dokumen;
b. memeriksa kesesuaian pengisian; dan
c. mencocokkan kesesuaian jumlah antara hasil
Coklit Pantarlih luar negeri dengan rekapitulasi
hasil Coklit pada formulir Model A-Laporan Hasil
Coklit LN.
Dalam hal hasil Coklit tidak lengkap dan/atau tidak
sesuai, PPLN menyampaikan kembali kepada Pantarlih
luar negeri untuk dilengkapi dan diperbaiki.
Ketentuan mengenai formulir Model A-Laporan Hasil
Coklit LN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 35
Pantarlih luar negeri memperbaiki hasil Coklit
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).
Hasil perbaikan Coklit disampaikan kembali kepada
PPLN sebagai bahan penyusunan DPSLN.

BAB V
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

Bagian Kesatu
Penyusunan

Paragraf 1
Dalam Negeri

Pasal 36
PPS menyusun Daftar Pemilih hasil pemutakhiran
berdasarkan hasil Coklit sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (3).
Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun dalam urutan Pemilih
per nama untuk:
a. Pemilih baru;
b. Pemilih Potensial DPTb;
c. Pemilih yang tidak memenuhi syarat; dan
d. perbaikan data Pemilih.
Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun berbasis TPS dengan
menggunakan formulir Model A-Daftar Perubahan
Pemilih.
PPS dalam menyusun Daftar Pemilih hasil
pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dibantu oleh Pantarlih.
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Ketentuan mengenai formulir Model A-Daftar
Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 37

PPS menyampaikan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dalam
bentuk salinan digital kepada KPU Kabupaten/Kota
melalui PPK.

Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan
penyusunan DPS.

Paragraf 2
Luar Negeri

Pasal 38
PPLN menyusun Daftar Pemilih hasil pemutakhiran
berdasarkan hasil Coklit sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (3).
Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun dalam urutan Pemilih
per nama untuk:
a. Pemilih baru;
b. Pemilih yang tidak memenuhi syarat; dan
c. perbaikan data Pemilih.
Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun berbasis Pemilih yang
memberikan suara melalui TPSLN, KSK, dan pos dengan
menggunakan formulir Model A-Daftar Perubahan
Pemilih PPLN.
PPLN dalam menyusun Daftar Pemilih hasil
pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dibantu oleh Pantarlih luar negeri.
Ketentuan mengenai formulir Model A-Daftar
Perubahan Pemilih PPLN sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXXV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan
Komisi ini.

Pasal 39

Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ayat (1) digunakan sebagai bahan
penyusunan DPSLN.

(1)

Bagian Kedua
Rekapitulasi

Paragraf 1
Dalam Negeri

Pasal 40

PPS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil
pemutakhiran di kelurahan/desa atau sebutan lain.
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PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil
pemutakhiran di kecamatan atau sebutan lain.

KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar
Pemilih hasil pemutakhiran di kabupaten/kota.

KPU Provinsi melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih
hasil pemutakhiran di provinsi.

KPU melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil
pemutakhiran secara nasional.

Pasal 41

PPS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil
pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
ayat (1) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-
Rekap PPS Perubahan Pemilih.
Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
rapat pleno terbuka.
Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terdiri dari:
a. Pantarlih;
b. Panwaslu Kelurahan/Desa atau sebutan lain;
c. perwakilan peserta Pemilu tingkat kelurahan/desa;

dan
d. perangkat pemerintah tingkat kelurahan/desa

atau sebutan lain.
Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan
tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan
hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen
autentik.
PPS menindaklanjuti masukan dan tanggapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jika dokumen
yang ditunjukkan terbukti benar.
Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dituangkan dalam formulir Model A-Daftar Perubahan
Pemilih.
Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara yang
ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS.
Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap PPS
Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.
Ketentuan mengenai Berita Acara Rekapitulasi Tingkat
PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum
dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 42

PPS menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi, formulir
Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih, dan formulir Model
A-Daftar Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah
asli kepada:

a.
b.

PPK;
Panwaslu Kelurahan/Desa atau sebutan lain;
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perwakilan peserta Pemilu tingkat kelurahan/desa atau
sebutan lain; dan

perangkat pemerintah tingkat kelurahan/desa atau
sebutan lain.

Pasal 43
PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil
pemutakhiran berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS
Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal
42 huruf a dan menuangkan ke dalam formulir Model
A-Rekap PPK Perubahan Pemilih.
Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
rapat pleno terbuka.
Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terdiri dari:
a. PPS;
b. Panwaslu Kecamatan;
c. perwakilan peserta Pemilu tingkat kecamatan atau
sebutan lain; dan
d. perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau
sebutan lain.
Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan
tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan
hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen
autentik.
PPK menindaklanjuti masukan dan tanggapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika dokumen
yang ditunjukkan terbukti benar.
Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dituangkan ke dalam formulir model A-Daftar
Perubahan Pemilih.
Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara yang
ditandatangani oleh ketua dan anggota PPK.
Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap PPK
Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.
Ketentuan mengenai Berita Acara Rekapitulasi Tingkat
PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum
dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 44
PPK menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan
formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dalam
bentuk salinan naskah asli kepada:
a. KPU Kabupaten/Kota;
b. Panwaslu Kecamatan;
c. perwakilan peserta Pemilu tingkat kecamatan atau
sebutan lain; dan
d. perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau
sebutan lain.
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PPK menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan
formulir model  A-Daftar Perubahan Pemilih
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6) kepada
KPU Kabupaten/Kota dilampiri dengan bukti dokumen
autentik.

Pasal 45

KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar
Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan formulir Model
A-Rekap PPK Perubahan Pemilih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan menuangkan ke
dalam formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan
Pemilih.

Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap KabKo
Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 46
KPU Kabupaten/Kota menyusun DPS berdasarkan
formulir Model A-Daftar  Perubahan Pemilih
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dari PPK
di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
KPU Kabupaten/Kota menuangkan penyusunan DPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir
Model A-KabKo Daftar Pemilih.
Ketentuan mengenai formulir Model A-KabKo Daftar
Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 47
KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan
menetapkan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal
46 ayat (2) dan menuangkan ke dalam Formulir Model
A-Rekap KabKo.
Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno
terbuka.
Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terdiri dari:

a. PPK;

b. Bawaslu Kabupaten/Kota;

c. perwakilan peserta Pemilu tingkat
kabupaten/kota;

d. Tentara Nasional Indonesia;

e. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

f.  perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota.
Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan
tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan
hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen
autentik.

KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan
tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jika
dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
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Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
menggunakan formulir model A-Daftar Perubahan
Pemilih.

Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara yang
ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU
Kabupaten/Kota.

Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap KabKo
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Ketentuan mengenai Berita Acara Rekapitulasi Tingkat
KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 48
KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS
dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih, berita
acara pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap KabKo
Perubahan Pemilih, dan formulir Model A-Rekap KabKo
kepada:
a. KPU Provinsi;
b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
c. Perwakilan peserta Pemilu tingkat
kabupaten/kota;
d. perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota
atau sebutan lain;
e. perwakilan partai politik peserta Pemilu tingkat
kecamatan atau sebutan lain melalui PPK; dan
f. PPS melalui PPK.
Salinan DPS dalam formulir Model A-KabKo Daftar
Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
dalam bentuk salinan digital.
Berita acara pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap
KabKo Perubahan Pemilih, dan formulir Model A-Rekap
KabKo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
dalam bentuk salinan naskah asli.
Selain salinan DPS, berita acara pleno rekapitulasi,
formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih, dan
formulir Model A-Rekap KabKo sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota menyampaikan
formulir model A-Daftar Perubahan Pemilih
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) kepada
PPS melalui PPK dalam bentuk salinan naskah asli
dilampiri dengan bukti dokumen autentik.
KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bawaslu
Kabupaten/Kota, peserta Pemilu tingkat
kabupaten/kota, dan perwakilan partai politik peserta
Pemilu di tingkat kecamatan dalam salinan digital yang
tidak bisa diubah.
Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap KabKo
Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat
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(1) tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.
Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap KabKo
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 49
Dalam hal terdapat permintaan dari perwakilan peserta
Pemilu tingkat Lkabupaten/kota atau Bawaslu
Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan
salinan DPS dalam bentuk salinan digital.
Penyampaian Salinan DPS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 50
KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPS dari tingkat
kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a
dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap
Provinsi Perubahan Pemilih serta formulir Model A-
Rekap Provinsi.
Rekapitulasi DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terdiri dari:
KPU Kabupaten/Kota;
Bawaslu Provinsi;
perwakilan peserta Pemilu tingkat provinsi;
Tentara Nasional Indonesia;
Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
perangkat pemerintah tingkat provinsi.
Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan
tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan
hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen
autentik.
KPU Provinsi menindaklanjuti masukan dan tanggapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika dokumen
yang ditunjukkan terbukti benar.
Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dituangkan ke dalam formulir model A-Daftar
Perubahan Pemilih.
Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara yang
ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi.
Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap Provinsi
Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.
Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap Provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.
Ketentuan mengenai Berita Acara Rekapitulasi Tingkat
KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

S0 Q0o
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tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 51
KPU Provinsi menyampaikan salinan DPS, berita acara
pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap Provinsi
Perubahan Pemilih, dan formulir Model A-Rekap
Provinsi kepada:
a. KPU;
b. Bawaslu Provinsi;
c. peserta Pemilu tingkat provinsi; dan
d. perangkat pemerintah tingkat provinsi.
Salinan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat dalam bentuk salinan digital.
Berita acara pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap
Provinsi Perubahan Pemilih, dan formulir Model A-
Rekap Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat dalam bentuk salinan naskah asli.
Selain salinan DPS, berita acara pleno rekapitulasi,
formulir Model A-Rekap Provinsi Perubahan Pemilih dan
formulir Model A-Rekap Provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi menyampaikan
formulir model A-Daftar  Perubahan Pemilih
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6) kepada
PPS melalui KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk
salinan naskah asli dilampiri dengan bukti dokumen
autentik.
KPU Provinsi menyampaikan salinan DPS sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada Bawaslu Provinsi,
peserta Pemilu tingkat provinsi, dan perwakilan partai
politik peserta Pemilu di tingkat provinsi dalam salinan
digital yang tidak bisa diubah.
Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 52
Dalam hal terdapat permintaan dari perwakilan peserta
Pemilu tingkat provinsi atau Bawaslu Provinsi, KPU
Provinsi menyampaikan salinan DPS dalam bentuk
salinan digital.
Penyampaian Salinan DPS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 2
Luar Negeri

Pasal 53

PPLN melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil
pemutakhiran luar negeri di negara yang bersangkutan.
KPU melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil
pemutakhiran luar negeri secara nasional.

Dalam melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil
pemutakhiran luar negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), PPLN dapat dibantu Pantarlih luar negeri.
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Pasal 54

PPLN melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil
pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
ayat (1) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-
Rekap Perubahan Pemilih PPLN.

Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap
Perubahan Pemilih PPLN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXVI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan
Komisi ini.

Pasal 55
PPLN menyusun DPSLN berdasarkan formulir Model A-
Daftar Perubahan Pemilih PPLN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ayat (3).
PPLN menuangkan penyusunan DPSLN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A-
Daftar Pemilih PPLN.
Ketentuan mengenai formulir Model A-Daftar Pemilih
PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 56
PPLN melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSLN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan
menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Pemilih
PPLN.
Rekapitulasi dan penetapan DPSLN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno
terbuka.
Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terdiri dari:
Pantarlih luar negeri;
Panwaslu LN setempat;
perwakilan peserta Pemilu setempat;
perwakilan pemerintah Republik Indonesia di
negara setempat.
Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan
tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan
hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen
autentik.
PPLN menindaklanjuti masukan dan tanggapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika dokumen
yang ditunjukkan terbukti benar.
Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara yang
ditandatangani oleh ketua dan anggota PPLN.
Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap Pemilih
PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.
Ketentuan mengenai Berita Acara Rekapitulasi Tingkat
PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum

aoop
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dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 57
PPLN menyampaikan salinan DPSLN dalam formulir
Model A-Daftar Pemilih PPLN, berita acara pleno
rekapitulasi, formulir Model A-Rekap Perubahan
Pemilih PPLN, dan formulir Model A-Rekap Pemilih PPLN

kepada:

a. KPU;

b. Panwaslu LN setempat;

c. perwakilan peserta Pemilu setempat; dan

d. perwakilan pemerintah Republik Indonesia di

negara setempat.
Salinan DPSLN dalam formulir Model A-Daftar Pemilih
PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
dalam bentuk salinan digital.
Berita acara pleno rekapitulasi, formulir Model A- Rekap
Perubahan Pemilih PPLN, dan formulir Model A-Rekap
Pemilih PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat dalam bentuk salinan naskah asli.
PPLN menyampaikan salinan DPSLN sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada Panwaslu LN setempat
dalam salinan digital yang tidak bisa diubah.
Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 58
Dalam hal terdapat permintaan Panwaslu LN setempat,
PPLN menyampaikan salinan DPSLN dalam bentuk
salinan digital.
Penyampaian Salinan DPSLN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 3
Nasional

Pasal 59

KPU melakukan rekapitulasi tingkat nasional yang
mencakup:
a. rekapitulasi hasil pemutakhiran per provinsi dan di

luar negeri; dan
b. rekapitulasi DPS per provinsi dan DPSLN.
Rekapitulasi hasil pemutakhiran di dalam negeri dan di
luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dilakukan berdasarkan data pada formulir:
a. Model A-Rekap Provinsi Perubahan Pemilih; dan
b. Model A-Rekap Perubahan Pemilih Seluruh PPLN.
Rekapitulasi hasil pemutakhiran per provinsi dan di
luar negeri sebagaimana dimaksud ayat (2)
digabungkan menjadi rekapitulasi hasil pemutakhiran
tingkat nasional dan dituangkan ke dalam formulir
Model A-Rekap Nasional Perubahan Pemilih.
Rekapitulasi DPS per provinsi dan DPSLN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan
data pada formulir:

jdih.kpu.go.id



()

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

(1)

- 20 -

a. Model A-Rekap Provinsi; dan

b. Model A-Rekap Pemilih Seluruh PPLN.
Rekapitulasi DPS per provinsi dan DPS luar negeri
sebagaimana dimaksud ayat (4) digabungkan menjadi
rekapitulasi DPS tingkat nasional menggunakan
formulir Model A-Rekap Nasional.

Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap Nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam
Lampiran XLVII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap
Perubahan Pemilih Seluruh PPLN sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran
XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dalam Peraturan Komisi ini.

Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap Pemilih
Seluruh PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tercantum dalam Lampiran XLIV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 60
Rekapitulasi tingkat nasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan
dalam rapat pleno terbuka.
Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari:
KPU Provinsi;
Bawaslu;
peserta Pemilu tingkat pusat;
PPLN;
Tentara Nasional Indonesia;
Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
g. pemerintah.
Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat memberikan masukan dan
tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan
hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen
autentik.
KPU menindaklanjuti masukan dan tanggapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jika dokumen
yang ditunjukkan terbukti benar.
Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dituangkan ke dalam formulir Model A-Perubahan
Daftar Pemilih.
Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara yang
ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU.
Ketentuan mengenai Berita Acara Rekapitulasi Tingkat
Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
tercantum dalam Lampiran XLVIII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

S0 Q0o

Pasal 61
KPU menyampaikan salinan DPS dan DPSLN, berita
acara pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap
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Nasional, dan formulir Model A-Rekap Nasional
Perubahan Pemilih kepada:

a. Bawaslu;

b. peserta Pemilu tingkat pusat; dan

c. pemerintah.

Salinan DPS dan DPSLN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan digital.

Berita acara pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap
Nasional, dan formulir Model A-Rekap Nasional
Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
dalam bentuk salinan naskah asli.

KPU menyampaikan salinan DPS dan DPSLN
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bawaslu
dan peserta Pemilu dalam bentuk salinan digital yang
tidak bisa diubah.

Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap Nasional
Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran XLVI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 62
Dalam hal terdapat permintaan Bawaslu, KPU
menyampaikan salinan DPS dan DPSLN dalam bentuk
salinan digital.
Penyampaian salinan DPS dan DPSLN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 63
KPU menetapkan hasil rekapitulasi DPS Nasional
dengan Keputusan KPU.
KPU mengumumkan hasil rekapitulasi DPS Nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
a. laman KPU; dan
b. aplikasi berbasis teknologi informasi.

Pasal 64

KPU menyampaikan masukan dan tanggapan peserta
rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 60 ayat (3) kepada:
a. PPS melalui KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,

dan PPK untuk DPS; dan
b. PPLN untuk DPSLN.
Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan:
a. DPSHP oleh PPS; dan
b. DPSHPLN oleh PPLN.

Bagian Ketiga
Pengumuman dan Tanggapan

Paragraf 1
Dalam Negeri
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Pasal 65
PPS mengumumkan DPS pada papan pengumuman
yang mudah dijangkau selama 14 (empat belas) Hari.
KPU dapat membantu PPS dalam mengumumkan DPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
a. laman KPU; dan
b. aplikasi berbasis teknologi informasi.
PPS melalui PPK memberikan salinan DPS kepada
peserta Pemilu tingkat kecamatan dalam bentuk salinan
digital dan/atau salinan naskah asli sebagai bahan
untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.
Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilakukan untuk mendapat masukan dan
tanggapan masyarakat, pengawas Pemilu, dan/atau
peserta Pemilu.
Pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) menampilkan daftar nama Pemilih secara
urut berdasarkan abjad.

Pasal 66
Masyarakat, pengawas Pemilu, dan/atau peserta Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) dapat
menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap DPS
paling lama 21 (dua puluh satu) Hari.
Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi informasi mengenai:
a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4;
b. perbaikan data Pemilih;
C Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
d. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi
syarat sebagai Pemilih.
Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan
dan menyerahkan salinan KTP-el atau KK dari Pemilih
yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta
mengisi formulir Model A-Tanggapan.
PPS melakukan verifikasi kepada Pemilih yang
informasinya diusulkan dalam masukan dan tanggapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Ketentuan mengenai formulir Model A-Tanggapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam
Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Paragraf 2
Luar Negeri

Pasal 67
PPLN mengumumkan DPSLN pada papan pengumuman
di kantor perwakilan Republik Indonesia selama 14
(empat belas) Hari.
KPU dapat membantu PPLN dalam mengumumkan
DPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
a. laman KPU; dan
b. aplikasi berbasis teknologi informasi.
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Pengumuman DPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dilakukan untuk untuk mendapat
masukan dan tanggapan dari masyarakat, Panwaslu
LN, dan/atau peserta Pemilu di luar negeri.
Pengumuman DPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) menampilkan daftar nama Pemilih
secara urut berdasarkan abjad.

Pasal 68
Masyarakat, pengawas Pemilu, dan/atau peserta Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) dapat
menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap
DPSLN paling lama 21 (dua puluh satu) Hari.
Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi informasi mengenai:
a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4;
perbaikan data Pemilih;
Pemilih tidak berdomisili di wilayah kerja PPLN;
Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi
syarat sebagai Pemilih.
Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan kepada PPLN dengan
menunjukkan dan menyerahkan salinan KTP-el, KK,
Paspor atau Surat Perjalanan Laksana Paspor dari
Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki,
serta mengisi formulir Model A-Tanggapan LN.
PPLN melakukan verifikasi kepada Pemilih yang
informasinya diusulkan dalam masukan dan tanggapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Ketentuan mengenai formulir Model A-Tanggapan LN
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam
Lampiran L yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dalam Peraturan Komisi ini.

opo o

BAB VI

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL

PERBAIKAN

Bagian Kesatu
Penyusunan

Paragraf 1
Dalam Negeri

Pasal 69

PPS memperbaiki DPS paling lama 14 (empat belas) Hari
sejak  berakhirnya penyampaian masukan dan
tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat
(1).

Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berasal dari:

a. peserta rapat pleno terbuka rekapitulasi dan

penetapan DPS di kabupaten/kota;
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b. peserta rapat pleno terbuka rekapitulasi DPS di
provinsi;

c. peserta rapat pleno terbuka rekapitulasi DPS di
tingkat nasional; dan

d. masyarakat, pengawas Pemilu, dan/atau peserta
Pemilu.

Dalam hal terdapat kendala dalam perbaikan DPS

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU

Kabupaten/Kota dan/atau PPK dapat membantu PPS.

Pasal 70
PPS menyusun Daftar Pemilih hasil perbaikan DPS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dan
menuangkan ke dalam formulir Model A-Daftar
Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan digital.
Penyusunan Daftar Pemilih hasil perbaikan DPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke
dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan
anggota PPS.
PPS menyampaikan salinan digital formulir Model A-
Daftar Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.
Formulir = Model A-Daftar Perubahan  Pemilih
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai
bahan penyusunan DPSHP.

Paragraf 2
Luar Negeri

Pasal 71
PPLN memperbaiki DPSLN paling lama 7 (tujuh) Hari
sejak  berakhirnya penyampaian masukan dan
tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat
(1).
Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berasal dari:
a. peserta rapat pleno terbuka rekapitulasi dan
penetapan DPSLN tingkat PPLN;
b. peserta rapat pleno terbuka rekapitulasi DPSLN
tingkat nasional; dan/atau
c. masyarakat, pengawas Pemilu dan/atau Peserta
Pemilu.

Pasal 72
PPLN menyusun Daftar Pemilih hasil perbaikan DPSLN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan
menuangkan ke dalam formulir Model A-Daftar
Perubahan Pemilih PPLN dalam bentuk salinan digital.
Penyusunan Daftar Pemilih hasil perbaikan DPSLN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke
dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan
anggota PPLN.
PPLN menyampaikan salinan digital formulir Model A-
Daftar Perubahan Pemilih PPLN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada KPU dengan tembusan Kepala
Perwakilan Republik Indonesia.
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Formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih PPLN
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai
bahan penyusunan DPSHPLN.

Bagian Kedua
Rekapitulasi

Paragraf 1
Dalam Negeri

Pasal 73
PPS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil
perbaikan DPS di kelurahan/desa atau sebutan lain.
PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil
perbaikan DPS di kecamatan atau sebutan lain.
KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar
Pemilih hasil perbaikan DPS di kabupaten/kota.

Pasal 74
PPS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil
perbaikan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73
ayat (1) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-
Rekap PPS Perubahan Pemilih.
Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
rapat pleno terbuka.
Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terdiri dari:
a. Panwaslu Kelurahan/Desa atau sebutan lain;
b. peserta Pemilu tingkat kelurahan/desa atau
sebutan lain; dan
c. perangkat pemerintah tingkat kelurahan/desa
atau sebutan lain.
Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan
tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan
hasil rekapitulasi, disertai dengan bukti dokumen
autentik.
PPS menindaklanjuti masukan dan tanggapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika dokumen
yang ditunjukkan terbukti benar.
Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dituangkan dalam formulir Model A-Perubahan Daftar
Pemilih.
Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dituangkan ke dalam berita acara yang
ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS.
Ketentuan mengenai Berita Acara Rekapitulasi Tingkat
PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum
dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 75
PPS menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan
formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dalam
bentuk salinan naskah asli kepada:
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a PPK;

b. Panwaslu Kelurahan/Desa;

c. Perwakilan peserta Pemilu tingkat kelurahan/desa
atau sebutan lain; dan

d. perangkat pemerintah tingkat kelurahan/desa
atau sebutan lain.

PPS menyampaikan formulir Model A-Daftar Perubahan

Pemilih kepada PPK.

Pasal 76
PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil
perbaikan DPS berdasarkan formulir Model A-rekap PPS
Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal
75 ayat (1) huruf a dan menuangkan ke dalam formulir
Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih.
Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
rapat pleno terbuka.
Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terdiri dari:
a. PPS;
b. Panwaslu Kecamatan;
c. perwakilan peserta Pemilu tingkat kecamatan atau
sebutan lain; dan
d. perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau
sebutan lain.
Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan
tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan
hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen
autentik.
PPK menindaklanjuti masukan dan tanggapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika dokumen
yang ditunjukkan terbukti benar.
Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dituangkan ke dalam formulir Model A-Daftar
Perubahan Pemilih.
Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara yang
ditandatangani oleh ketua dan anggota PPK.
Ketentuan mengenai Berita Acara Rekapitulasi Tingkat
PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum
dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 77
PPK menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan
formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dalam
bentuk salinan naskah asli kepada:
a. KPU Kabupaten/Kota;
b. Panwaslu Kecamatan;
c. peserta Pemilu tingkat kecamatan atau sebutan
lain; dan
d. perangkat Pemerintah tingkat kecamatan atau
sebutan lain.

jdih.kpu.go.id



(2)

- 36 -

Selain berita acara pleno rekapitulasi dan formulir
Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), PPK menyampaikan formulir
Model A-Daftar Perubahan Pemilih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76 ayat (6) kepada KPU
Kabupaten/Kota dilampiri dengan bukti dokumen
autentik.

Pasal 78

KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih
hasil perbaikan DPS berdasarkan formulir Model A-Rekap
PPK Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal
77 ayat (1) huruf a dan menuangkan ke dalam formulir Model
A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

Pasal 79

KPU Kabupaten/Kota menyusun DPSHP berdasarkan
formulir Model A-Daftar  Perubahan Pemilih
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dari
tingkat kecamatan di wilayah kabupaten/kota yang
bersangkutan.

KPU Kabupaten/Kota menuangkan penyusunan DPSHP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir
Model A-KabKo Daftar Pemilih.

Pasal 80
KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi DPSHP
dan penetapan DPSHP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 79 ayat (1) dan menuangkan ke dalam formulir
Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih.
Rekapitulasi dan penetapan DPSHP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno
terbuka.
Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terdiri dari:
PPK;
Bawaslu Kabupaten/Kota;
peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota;
Tentara Nasional Indonesia;
Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota.
Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan
tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan
hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen
autentik.
KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan
tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jika
dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dituangkan ke dalam formulir Model A-Daftar
Perubahan Pemilih.
Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara yang
ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU
Kabupaten/Kota.
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Ketentuan mengenai Berita Acara Rekapitulasi Tingkat
KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 81
KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPSHP
dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih, berita
acara pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap
KabKo Perubahan Pemilih kepada:
a. KPU Provinsi;
b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
c. perwakilan peserta Pemilu tingkat
kabupaten/kota;
d. perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota
atau sebutan lain;
e. perwakilan partai politik peserta Pemilu tingkat
kecamatan atau sebutan lain melalui PPK; dan
f. PPS melalui PPK.
Salinan DPSHP dalam formulir Model A-KabKo Daftar
Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
dalam bentuk salinan digital.
Berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-
Rekap KabKo sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat dalam bentuk salinan naskah asli.
Selain salinan DPSHP dalam formulir Model A-KabKo
Daftar Pemilih, berita acara pleno rekapitulasi, dan
formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU
Kabupaten/Kota menyampaikan formulir model A-
Daftar Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 80 ayat (6) kepada PPS melalui PPK dalam
bentuk salinan naskah asli dilampiri dengan bukti
dokumen autentik.
KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPSHP
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bawaslu
Kabupaten/Kota, peserta Pemilu tingkat
kabupaten/kota, dan perwakilan partai politik peserta
Pemilu di tingkat kecamatan dalam salinan digital yang
tidak bisa diubah.
Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 82
Dalam hal terdapat permintaan dari perwakilan peserta
Pemilu tingkat kabupaten/kota atau Bawaslu
Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan
salinan DPSHP dalam bentuk salinan digital.
Penyampaian Salinan DPSHP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
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Paragraf 2
Luar Negeri

Pasal 83
PPLN melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil
perbaikan DPS di negara yang bersangkutan.
KPU melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil
perbaikan DPS luar negeri secara nasional.
Dalam melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil
perbaikan DPS luar negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), PPLN dapat dibantu Pantarlih luar negeri.

Pasal 84

PPLN melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan
DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan
menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Pemilih
PPLN.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

Pasal 85
PPLN menyusun DPSHPLN berdasarkan formulir Model
A-Daftar Perubahan Pemilih PPLN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4).
PPLN menuangkan penyusunan DPSHPLN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A-
Daftar Pemilih PPLN.

Pasal 86
PPLN melakukan rekapitulasi dan menetapkan
DPSHPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat
(1) dan menuangkan ke dalam Formulir Model A-Daftar
Pemilih PPLN.
Rekapitulasi dan penetapan DPSHPLN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno
terbuka.
Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terdiri dari:
Pantarlih luar negeri;
Panwaslu LN setempat;
perwakilan peserta Pemilu setempat; dan
perwakilan pemerintah Republik Indonesia di
negara setempat.
Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan
tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan
hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen
autentik.
PPLN menindaklanjuti masukan dan tanggapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika dokumen
yang ditunjukkan terbukti benar.
Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara yang
ditandatangani oleh ketua dan anggota PPLN.
Ketentuan mengenai Berita Acara Rekapitulasi Tingkat
PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum
dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.
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Pasal 87
PPLN menyampaikan salinan DPSHPLN dalam formulir
Model A-Daftar Pemilih PPLN, berita acara pleno
rekapitulasi, formulir Model A-Rekap Perubahan
Pemilih PPLN, dan formulir Model A-Rekap Pemilih PPLN

kepada:

a. KPU;

b. Panwaslu LN setempat;

c. perwakilan peserta Pemilu setempat; dan

d. perwakilan pemerintah Republik Indonesia di

negara setempat.
Salinan DPSHPLN dalam formulir Model A-Daftar
Pemilih PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat dalam bentuk salinan digital.
Berita acara pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap
Perubahan Pemilih PPLN, dan formulir Model A-Rekap
Pemilih PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat dalam bentuk salinan naskah asli.
PPLN menyampaikan salinan DPSHPLN sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada Panwaslu LN setempat
dalam salinan digital yang tidak bisa diubah.
Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 88
Dalam hal terdapat permintaan Panwaslu LN setempat,
PPLN menyampaikan salinan DPSHPLN dalam bentuk
salinan digital.
Penyampaian Salinan DPSHPLN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Bagian Ketiga
Pengumuman dan Tanggapan

Paragraf 1
Dalam Negeri

Pasal 89
PPS mengumumkan DPSHP pada papan pengumuman
yang mudah dijangkau selama 7 (tujuh) Hari.
KPU dapat membantu PPS dalam mengumumkan
DPSHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
a. laman KPU; dan
b. aplikasi berbasis teknologi informasi.
PPS melalui PPK memberikan salinan DPSHP kepada
peserta Pemilu tingkat kecamatan dalam bentuk salinan
digital dan/atau salinan naskah asli sebagai bahan
untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.
Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilakukan untuk mendapat masukan dan
tanggapan masyarakat, pengawas Pemilu, dan/atau
peserta Pemilu.
Pengumuman DPSHP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) menampilkan daftar nama Pemilih
secara urut berdasarkan abjad.
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Pasal 90
Masyarakat, pengawas Pemilu, dan/atau peserta Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) dapat
menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap
DPSHP paling lama 7 (tujuh) Hari.
Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi informasi mengenai:
a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4;
b. perbaikan data Pemilih;
C Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
d. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi
syarat sebagai Pemilih.
Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan
dan menyerahkan salinan KTP-el atau KK dari Pemilih
yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta
mengisi formulir Model A-Tanggapan.
PPS melakukan verifikasi kepada Pemilih yang
informasinya diusulkan dalam masukan dan tanggapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2
Luar Negeri

Pasal 91
PPLN mengumumkan DPSHPLN pada papan
pengumuman di kantor perwakilan Republik Indonesia
selama 7 (tujuh) Hari.
KPU dapat membantu PPLN dalam mengumumkan
DPSHPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
a. laman KPU; dan
b. aplikasi berbasis teknologi informasi.
Pengumuman DPSHPLN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk mendapat
masukan dan tanggapan dari WNI di luar negeri,
Panwaslu LN, dan/atau peserta Pemilu di luar negeri.
Pengumuman DPSHPLN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) menampilkan daftar nama Pemilih
secara urut berdasarkan abjad.

Pasal 92
Masyarakat, pengawas Pemilu, dan/atau peserta Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) dapat
menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap
DPSHPLN paling lama 7 (tujuh) Hari.
Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi informasi mengenai:
a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4;
perbaikan data Pemilih;
Pemilih tidak berdomisili di wilayah kerja PPLN;
Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi
syarat sebagai Pemilih.
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Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan kepada PPLN dengan
menunjukkan dan menyerahkan salinan KTP-el, KK,
Paspor atau Surat Perjalanan Laksana Paspor dari
Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki,
serta mengisi formulir Model A-Tanggapan LN.

PPLN melakukan verifikasi kepada Pemilih yang
informasinya diusulkan dalam masukan dan tanggapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat
Penyusunan Perbaikan DPSHP Akhir

Pasal 93
PPS memperbaiki DPSHP paling lama 14 (empat belas)
Hari sejak berakhirnya penyampaian masukan dan
tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat
(1).
Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berasal dari:
a. peserta rapat pleno terbuka rekapitulasi dan
penetapan DPSHP di kabupaten/kota; dan
b. masyarakat, pengawas Pemilu, dan/atau peserta
Pemilu.
Dalam hal terdapat kendala dalam perbaikan DPSHP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU
Kabupaten/Kota dan/atau PPK dapat membantu PPS.

Pasal 94
PPS menyusun Daftar Pemilih hasil perbaikan DPSHP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dan
menuangkan ke dalam formulir Model A-Daftar
Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan digital.
Penyusunan Daftar Pemilih hasil perbaikan DPSHP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke
dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan
anggota PPS.
PPS menyampaikan salinan digital formulir Model A-
Daftar Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.
Formulir Model A-Daftar Perubahan  Pemilih
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai
bahan penyusunan DPT.
Ketentuan mengenai Berita Acara Rekapitulasi Tingkat
PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 95
PPS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil
perbaikan DPSHP di kelurahan/desa atau sebutan lain.
PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil
perbaikan DPSHP di kecamatan atau sebutan lain.
KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar
Pemilih hasil perbaikan DPSHP di kabupaten/kota.
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Pasal 96
PPS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil
perbaikan DPSHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal
95 ayat (1) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-
Rekap PPS Perubahan Pemilih.
Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPSHP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
rapat pleno terbuka.
Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terdiri dari:
a. Panwaslu Kelurahan/Desa atau sebutan lain;
b. peserta Pemilu tingkat kelurahan/desa atau
sebutan lain; dan
c. perangkat pemerintah tingkat kelurahan/desa
atau sebutan lain.
Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan
tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan
hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen
autentik.
PPS menindaklanjuti masukan dan tanggapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika dokumen
yang ditunjukkan terbukti benar.
Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dituangkan dalam formulir Model A-Perubahan Daftar
Pemilih.
Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dituangkan ke dalam berita acara yang
ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS.

Pasal 97
PPS menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan
formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dalam
bentuk salinan naskah asli kepada:
a. PPK;
b. Panwaslu Kelurahan/Desa;
c. Perwakilan peserta Pemilu tingkat kelurahan/desa
atau sebutan lain; dan
d. perangkat pemerintah tingkat kelurahan/desa
atau sebutan lain.
PPS menyampaikan formulir Model A-Daftar Perubahan
Pemilih kepada PPK.

Pasal 98
PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil
perbaikan DPSHP berdasarkan formulir Model A-Rekap
PPS Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 97 ayat (1) huruf a dan menuangkan ke dalam
formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih.
Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPSHP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
rapat pleno terbuka.
Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terdiri dari:
a. PPS;
b. Panwaslu Kecamatan;
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c. perwakilan peserta Pemilu tingkat kecamatan atau
sebutan lain; dan

d. perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau
sebutan lain.

Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan

tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan

hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen

autentik.

PPK menindaklanjuti masukan dan tanggapan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika dokumen

yang ditunjukkan terbukti benar.

Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dituangkan ke dalam formulir Model A-Daftar

Perubahan Pemilih.

Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara yang

ditandatangani oleh ketua dan anggota PPK.

Ketentuan mengenai Berita Acara Rekapitulasi Tingkat

PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum

dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 99
PPK menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi, dan
formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dalam
bentuk salinan naskah asli kepada:
a. KPU Kabupaten/Kota;
b. Panwaslu Kecamatan;
c. peserta Pemilu tingkat kecamatan atau sebutan
lain; dan
d. perangkat Pemerintah tingkat kecamatan atau
sebutan lain.
Selain berita acara pleno rekapitulasi, dan formulir
Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), PPK menyampaikan formulir
Model A-Daftar Perubahan Pemilih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 98 ayat (6) kepada KPU
Kabupaten/Kota dilampiri dengan bukti dokumen
autentik.

Pasal 100

KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar
Pemilih hasil perbaikan DPSHP berdasarkan formulir
Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a dan
menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap KabKo
Perubahan Pemilih.

Rekapitulasi DPSHP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digunakan sebagai bahan penyusunan DPT.
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BAB VII
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TETAP

Bagian Kesatu
Penyusunan

Paragraf 1
Dalam Negeri

Pasal 101
KPU Kabupaten/Kota menyusun DPT berdasarkan
formulir Model A-Daftar  Perubahan Pemilih
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) dari PPK
di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
KPU Kabupaten/Kota menuangkan penyusunan DPT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir
Model A-KabKo Daftar Pemilih.
Penyusunan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani
oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.

Paragraf 2
Luar Negeri

Pasal 102
PPLN menyusun DPTLN berdasarkan formulir Model A-
Daftar Perubahan Pemilih PPLN.
PPLN menuangkan penyusunan DPTLN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A-PPLN
Daftar Pemilih.
Penyusunan DPTLN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dituangkan ke dalam berita acara yang
ditandatangani oleh ketua dan anggota PPLN.

Bagian Kedua
Rekapitulasi

Paragraf 1
Dalam Negeri

Pasal 103
KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi DPT di
kabupaten/kota.
KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPT di provinsi.
KPU melakukan rekapitulasi DPT secara nasional.

Pasal 104
KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan
penetapan DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal
103 ayat (1) dan menuangkan ke dalam formulir Model
A-Rekap KabKo.
Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno
terbuka.
Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terdiri dari:
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PPK;

Bawaslu Kabupaten/Kota;

peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota;

Tentara Nasional Indonesia;

Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota.
Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan
tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan
hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen
autentik.

KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan
tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika
dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.

Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara yang
ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU
Kabupaten/Kota.

Ketentuan mengenai Berita Acara Rekapitulasi Tingkat
KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

oo T

Pasal 105

KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT,
berita acara pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-
Rekap KabKo kepada:
KPU Provinsi;
Bawaslu Kabupaten/Kota;
peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota;
perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota
atau sebutan lain;
e. perwakilan partai politik peserta Pemilu tingkat

kecamatan atau sebutan lain melalui PPK; dan
f. PPS melalui PPK.
Salinan DPT dalam formulir Model A-KabKo Daftar
Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
dalam bentuk salinan digital.
Berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-
Rekap KabKo sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat dalam bentuk salinan naskah asli.
Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

a0 o

Pasal 106
Dalam hal terdapat permintaan dari perwakilan peserta
Pemilu tingkat kabupaten/kota atau Bawaslu
Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan
salinan DPT dalam bentuk salinan digital.
Penyampaian Salinan DPT sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 107

KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPT berdasarkan
formulir Model A-Rekap KabKo sebagaimana dimaksud
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dalam Pasal 105 ayat (1) dan menuangkan ke dalam
formulir Model A-Rekap Provinsi.

Rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam rapat pleno terbuka.

Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terdiri dari:

KPU Kabupaten/Kota;

Bawaslu Provinsi;

peserta Pemilu tingkat provinsi;

Tentara Nasional Indonesia;

Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
perangkat pemerintah tingkat provinsi.

Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dituangkan dalam Dberita acara yang
ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi.
Ketentuan mengenai Berita Acara Rekapitulasi Tingkat
KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

mo e T

Pasal 108
KPU Provinsi menyampaikan salinan DPT, berita acara
pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap Provinsi
kepada:
a. KPU;
b. Bawaslu Provinsi;
c. peserta Pemilu tingkat provinsi; dan
d. perangkat Pemerintah tingkat provinsi.
Salinan DPT dalam formulir Model A-KabKo Daftar
Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
dalam bentuk salinan digital.
Berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-
Rekap Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat dalam bentuk salinan naskah asli.
Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 109
Dalam hal terdapat permintaan dari perwakilan peserta
Pemilu tingkat provinsi atau Bawaslu Provinsi, KPU
Provinsi menyampaikan salinan DPT dalam bentuk
salinan digital.
Penyampaian Salinan DPT sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 2
Luar Negeri

Pasal 110
PPLN melakukan rekapitulasi DPTLN.
Rekapitulasi DPTLN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dituangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Pemilih
PPLN.
Rekapitulasi DPTLN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
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Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) terdiri dari:

a. Pantarlih luar negeri;

b. Panwaslu LN setempat;

c. perwakilan peserta Pemilu setempat; dan

d. perwakilan Republik Indonesia.

Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dapat memberikan masukan dan
tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan
hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen
autentik.

PPLN menindaklanjuti masukan dan tanggapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jika dokumen
yang ditunjukkan terbukti benar.

Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dituangkan ke dalam berita acara yang
ditandatangani oleh ketua dan anggota PPLN.
Ketentuan mengenai Berita Acara Rekapitulasi Tingkat
PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum
dalam Lampiran XLIV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 111
PPLN menyampaikan salinan DPTLN, berita acara pleno
rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap Pemilih PPLN
kepada:
a. Pantarlih luar negeri;
b. Panwaslu LN setempat;
c. perwakilan peserta Pemilu setempat; dan
d. perwakilan Republik Indonesia.
Salinan DPTLN dalam formulir Model A-Daftar Pemilih
PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
dalam bentuk salinan digital.
Berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-
Rekap Pemilih PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibuat dalam bentuk salinan naskah asli.
PPLN menyampaikan salinan DPTLN dalam bentuk
salinan digital, jika terdapat permintaan dari peserta
perwakilan peserta Pemilu negara setempat dan
Panwaslu LN.

Paragraf 3
Nasional

Pasal 112
KPU melakukan rekapitulasi DPT tingkat nasional yang
mencakup:
a. rekapitulasi DPT per provinsi; dan
b. rekapitulasi DPTLN seluruh PPLN.
Rekapitulasi DPT tingkat nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data
pada formulir:
a. Model A-Rekap Provinsi; dan
b. Model A-Rekap Pemilih seluruh PPLN.
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Rekapitulasi DPT tingkat nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno
terbuka.

Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) terdiri dari:

Tentara Nasional Indonesia;

Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

g. pemerintah.

KPU menetapkan hasil rekapitulasi DPT tingkat
nasional dengan keputusan KPU.

a. KPU Provinsi;

b. Bawaslu;

c. peserta Pemilu tingkat pusat;
d. PPLN;

e.

f.

Pasal 113
KPU menyampaikan keputusan KPU mengenai
rekapitulasi DPT tingkat nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 112 ayat (5), salinan DPT seluruh
kabupaten/kota, dan Salinan DPTLN seluruh PPLN
kepada:
a. Bawaslu;
b. peserta Pemilu tingkat pusat; dan
c. pemerintah.
Salinan DPT dan DPTLN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan digital dalam
format yang tidak bisa diubah.
Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Bagian Ketiga
Pengumuman

Paragraf 1
Dalam Negeri

Pasal 114
PPS mengumumkan DPT pada papan pengumuman
yang mudah dijangkau sampai dengan hari
pemungutan suara.
KPU dapat membantu PPS dalam mengumumkan DPT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
a. laman KPU; dan
b. aplikasi berbasis teknologi informasi.
KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan
rekapitulasi DPT per TPS dan salinan DPT per TPS
kepada PPS dalam bentuk naskah asli berjumlah 3 (tiga)
rangkap.
PPS menggunakan salinan rekapitulasi DPT per TPS
dan salinan DPT per TPS sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) untuk:
a. pengumuman di kantor kelurahan/desa atau
sebutan lain;
b. pengumuman di sekretariat/balai RT/RW atau
tempat strategis lainnya; dan
c. arsip PPS.
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DPT diumumkan dengan menampilkan daftar nama
Pemilih secara urut berdasarkan abjad.

DPT per TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
digunakan kelompok penyelenggara pemungutan suara
dalam melaksanakan pemungutan suara di TPS.

Paragraf 2
Luar Negeri

Pasal 115
PPLN mengumumkan DPTLN pada papan pengumuman
di kantor perwakilan Republik Indonesia sampai dengan
hari pemungutan suara.
KPU dapat membantu PPLN dalam mengumumkan
DPTLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
a. laman KPU; dan
b. aplikasi berbasis teknologi informasi.
DPTLN diumumkan dengan menampilkan daftar nama
Pemilih secara urut berdasarkan abjad.
DPTLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri
dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS luar
negeri.

BAB VIII

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DAN DAFTAR PEMILIH

KHUSUS

Bagian Kesatu
Daftar Pemilih Tambahan

Paragraf 1
Dalam Negeri

Pasal 116

DPT dapat dilengkapi dengan DPTb.

Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemilih yang telah

terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan
tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk
memilih di TPS asal.

Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi:

a. menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari
pemungutan suara;

b. menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan
kesehatan dan keluarga yang mendampingi;

c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan
di panti sosial atau panti rehabilitasi;

d. menjalani rehabilitasi narkoba;

e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga
pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang
menjalani hukuman penjara atau kurungan;

f.  tugas belajar/menempuh pendidikan menengah
atau tinggi;

g. pindah domisili;
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h. tertimpa bencana alam;

i.  bekerja di luar domisilinya; dan/atau

j- keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan haknya

untuk memilih:

a. calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat jika
pindah memilih ke kabupaten/kota lain di dalam 1
(satu) provinsi dan daerah pemilihan Dewan
Perwakilan Rakyat;

b. calon anggota Dewan Perwakilan Daerah jika
pindah memilih ke kabupaten/kota lain di dalam 1
(satu) provinsi;

c. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden jika
pindah memilih ke provinsi lain atau pindah
memilih ke suatu negara;

d. calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi jika pindah memilih ke kecamatan atau
kabupaten/kota lain di dalam 1 (satu) provinsi dan
daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi; dan/atau

e. calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota jika pindah memilih ke
desa/kelurahan atau kecamatan lain di dalam 1
(satu) kabupaten/kota dan daerah pemilihan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten /Kota.
Pasal 117

Untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tujuan,

Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dapat melaporkan

kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat

asal atau tempat tujuan paling lambat 7 (tujuh) Hari

sebelum hari pemungutan suara.

Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melaporkan dengan cara:

a. menunjukkan KTP-el atau KK; dan

b. melampirkan salinan formulir Model A-Tanda
Bukti Terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS
asal.

Pasal 118
PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1):
a. meneliti kebenaran identitas dalam DPT dengan
KTP-el atau KK; dan
b. melakukan pengecekan data pada DPT di tempat
asal.
Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPK, atau
KPU Kabupaten/Kota mencatat dengan memberikan
keterangan pindah memilih pada kolom keterangan DPT
dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih
menggunakan formulir Model A-Surat Pindah Memilih,
dengan ketentuan:

jdih.kpu.go.id



(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)
(2)

(3)

-51 -

a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan;
dan

b. lembar kedua sebagai arsip PPS, PPK, dan/atau
KPU Kabupaten/Kota.

Formulir Model A-Surat Pindah Memilih sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) memuat informasi:

a. identitas Pemilih yang terdiri dari NIK, nama, jenis
kelamin, tempat, dan tanggal lahir, dan alamat
tempat tinggal Pemilih, dan TPS asal Pemilih;

b. alamat dan TPS tujuan; dan

c. jenis surat suara yang diterima oleh Pemilih.

Ketentuan mengenai formulir Model A-Surat Pindah

Memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 119
PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota tujuan menyusun
DPTb dengan menggunakan formulir Model A-Daftar
Pemilih Pindahan.
KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi DPTb
dengan menggunakan formulir Model A-Rekap Pemilih
Pindahan.
KPU Kabupaten/Kota mencoret Pemilih yang terdaftar
dalam DPTb dari DPT asal.
Ketentuan mengenai formulir Model A-Daftar Pemilih
Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.
Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap Pemilih
Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Paragraf 2
Luar Negeri

Pasal 120

DPTLN dapat dilengkapi dengan DPTbLN.

Pemilih yang terdaftar dalam DPTbLN sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemilih yang telah

terdaftar dalam DPTLN di suatu TPSLN yang karena

keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya

untuk memilih TPSLN asal.

Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi:

a. menjalankan tugas di tempat lain atau negara lain
pada saat hari pemungutan suara;

b. menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan
kesehatan dan keluarga yang mendampingi;

C penyandang disabilitas;

d. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah
atau pendidikan tinggi;

e. pindah domisili;

tertimpa bencana alam;

bekerja di luar domisili; dan/atau

@ =
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h. keadaan tertentu di luar dari ketentuan diatas
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemilih yang terdaftar dalam DPTbLN sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan haknya

untuk memilih:

a. calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat jika
pindah memilih ke suatu negara; dan

b. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden jika
pindah memilih ke suatu negara;

Pasal 121
Untuk menggunakan hak pilihnya di TPSLN tujuan,
Pemilih yang terdaftar dalam DPTbLN dapat melaporkan
kepada PPLN asal paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum
hari pemungutan suara.
Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaporkan dengan cara:
a. menunjukkan KTP-el atau KK atau Paspor atau
Surat Perjalanan Laksana Paspor; dan
b. melampirkan salinan formulir Model A-Tanda
Bukti Terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di
TPSLN asal.
Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dapat melaporkan kepada PPLN asal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemilih dapat melaporkan
kepada PPLN tujuan.

Pasal 122

PPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1):

a. meneliti kebenaran identitas dalam DPTLN dengan
KTP-el atau KK Paspor atau Surat Perjalanan
Laksana Paspor; dan

b. melakukan pengecekan data pada DPTLN di tempat
asal.

Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPTLN, PPLN

mencatat dengan memberikan keterangan pindah

memilih pada kolom keterangan DPTLN dan
menerbitkan surat keterangan pindah memilih
menggunakan formulir Model A-Surat Pindah Memilih

LN, dengan ketentuan:

a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan;
dan

b. lembar kedua sebagai arsip PPLN.

Formulir Model A-Surat Pindah Memilih LN

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat

informasi:

a. identitas Pemilih yang terdiri dari NIK,
paspor/Surat Perjalanan Laksana Paspor, nama,
jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat
tempat tinggal Pemilih, dan TPSLN/KSK/pos asal
Pemilih;

b. alamat dan TPSLN/KSK/pos tujuan; dan

c. jenis surat suara yang diterima oleh Pemilih.

Ketentuan mengenai formulir Model A-Surat Pindah

Memilih LN sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
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tercantum dalam Lampiran XLV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 123
PPLN tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121
ayat (3) menyusun DPTbLN dengan menggunakan
formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan LN.
PPLN tujuan melakukan rekapitulasi DPTbLN dengan
menggunakan formulir Model A-PPLN Rekap Daftar
Pemilih Pindahan.
PPLN mencoret Pemilih yang terdaftar dalam DPTbLN
dari DPTLN asal.
Ketentuan mengenai formulir Model A-Daftar Pemilih
Pindahan LN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.
Ketentuan mengenai formulir Model A-PPLN Rekap
Daftar Pemilih Pindahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam Lampiran XLI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan
Komisi ini.

Bagian Kedua
Daftar Pemilih Khusus

Paragraf 1
Dalam Negeri

Pasal 124
DPT dan DPTb dapat dilengkapi dengan DPK.
Pemilih yang terdaftar dalam DPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemilih yang tidak
terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb, tetapi
memenuhi syarat sebagai Pemilih.
Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan
suara dengan menunjukkan KTP-el.
Pemilih dalam DPK sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) didaftar di TPS sesuai dengan alamat yang tertera
dalam KTP-el.
DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat
hari pemungutan suara dicatat oleh kelompok
penyelenggara pemungutan suara dalam daftar hadir di
TPS dan dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.

Paragraf 2
Luar Negeri

Pasal 125

DPTLN dan DPTbLN dapat dilengkapi dengan DPKLN.
Pemilih yang terdaftar dalam DPKLN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemilih yang tidak
terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb, tetapi
memenuhi syarat sebagai Pemilih.

Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan
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suara dengan menunjukkan KTP-el, Paspor atau Surat
Perjalanan Laksana Paspor dengan alamat tinggal di
luar negeri.

DPKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat
hari pemungutan suara dicatat oleh kelompok
penyelenggara pemungutan suara luar negeri dalam
daftar hadir di TPSLN dan dilaporkan kepada PPLN.

BAB IX

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA

Bagian Kesatu
Penyusunan Daftar Pemilih Sementara

Paragraf 1
Dalam Negeri

Pasal 126

Dalam hal terjadi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

putaran kedua, KPU berkewajiban menyusun Daftar

Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran

kedua.

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri

menyediakan data Pemilih Pemula sebagai bahan

penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden putaran kedua.

Pemilih pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan Pemilih yang belum terdaftar pada DPT dan

DPTb, dengan syarat sebagai berikut:

a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun
atau lebih pada hari pemungutan suara Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua; atau

b. Pemilih yang telah berubah status dari status
prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi
status sipil.

Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran

kedua, tidak dilakukan kegiatan Coklit sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 127
KPU Kabupaten/Kota menyusun DPS Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden putaran kedua berdasarkan DPT
dan Pemilih pemula.
DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berbasis
TPS.
KPU Kabupaten/Kota menuangkan penyusunan DPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir
Model A-KabKo Daftar Pemilih.
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Paragraf 2
Luar Negeri

Pasal 128

Dalam hal terjadi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

putaran kedua, KPU berkewajiban menyusun Daftar

Pemilih luar negeri Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

putaran kedua.

Pemerintah  melalui Kementerian Luar  Negeri

menyediakan data Pemilih Pemula sebagai bahan

penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden putaran kedua.

Pemilih pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan Pemilih yang belum terdaftar pada DPTLN

dan DPTbLN dengan syarat sebagai berikut:

a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun
atau lebih pada hari pemungutan suara Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua; atau

b. Pemilih yang telah berubah status dari status
prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi
status sipil.

Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran

kedua, tidak dilakukan kegiatan Coklit di luar negeri

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 129

PPLN menyusun DPSLN Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden putaran kedua berdasarkan DPTLN dan
Pemilih pemula.

DPSLN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran
kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berbasis Pemilih yang memberikan suara melalui
TPSLN/KSK/pos.

PPLN menuangkan penyusunan DPSLN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A-
Daftar Pemilih PPLN.

Bagian Kedua
Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara

Paragraf 1
Dalam Negeri

Pasal 130
KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan
menetapkan DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
putaran kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127
ayat (3) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-
Rekap KabKo.
Rekapitulasi dan penetapan DPS Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden putaran kedua sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terdiri dari:
a. PPK;
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b. Bawaslu Kabupaten/Kota;

C peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota;

d. tim kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden tingkat kabupaten/kota;

e. Tentara Nasional Indonesia;

f.  Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

g. perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota.

Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan

tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan

hasil rekapitulasi, disertai dengan bukti dokumen

autentik.

KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan

tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika

dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.

Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

menggunakan formulir model A-Daftar Perubahan

Pemilih.

Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara yang

ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU

Kabupaten/Kota.

Ketentuan mengenai Berita Acara Rekapitulasi Tingkat

KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat

(7) tercantum dalam Lampiran LI yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 131
KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua
dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih, berita
acara pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap KabKo
Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Rekap KabKo
kepada:
a. KPU Provinsi;
b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
c. Perwakilan peserta Pemilu tingkat
kabupaten/kota;
d. tim kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden tingkat kabupaten/kota;
e. perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota
atau sebutan lain;
f.  perwakilan partai politik peserta Pemilu tingkat
kecamatan atau sebutan lain melalui PPK; dan
g.  PPS melalui PPK.
Salinan DPS dalam formulir Model A-KabKo Daftar
Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
dalam bentuk salinan digital.
Berita acara pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap
KabKo Perubahan Pemilih, dan formulir Model A-Rekap
KabKo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
dalam bentuk salinan naskah asli.
Selain salinan DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
putaran kedua dalam formulir Model A-KabKo Daftar
Pemilih, berita acara pleno rekapitulasi, formulir Model
A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih dan formulir Model
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A-Rekap KabKo sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
KPU Kabupaten/Kota menyampaikan formulir model A-
Daftar Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 130 ayat (6) kepada PPS melalui PPK dalam
bentuk salinan naskah asli dilampiri dengan bukti
dokumen autentik.

KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bawaslu
Kabupaten/Kota, peserta Pemilu tingkat
kabupaten/kota, dan perwakilan partai politik peserta
Pemilu di tingkat kecamatan dalam salinan digital yang
tidak bisa diubah.

Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 132
Dalam hal terdapat permintaan dari perwakilan peserta
Pemilu tingkat kabupaten/kota atau Bawaslu
Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan
salinan DPS dalam bentuk salinan digital.
Penyampaian Salinan DPS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 133
KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPS Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua dari tingkat
kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) dan
menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Provinsi
Perubahan Pemilih serta formulir Model A-Rekap
Provinsi.
Rekapitulasi DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terdiri dari:
KPU Kabupaten/Kota;
Bawaslu Provinsi;
peserta Pemilu tingkat provinsi;
tim kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden tingkat provinsi;
e. Tentara Nasional Indonesia;
f.  Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
g. perangkat pemerintah tingkat provinsi.
Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), dapat memberikan masukan dan
tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan
hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen
autentik.
KPU Provinsi menindaklanjuti atas masukan dan
tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika
dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
menggunakan formulir model A-Daftar Perubahan
Pemilih.

aooe
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Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara yang
ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi.
Ketentuan mengenai Berita Acara Rekapitulasi Tingkat
KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
tercantum dalam Lampiran LIl yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 134
KPU Provinsi menyampaikan salinan DPS, berita acara
pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap Provinsi
Perubahan Pemilih, dan formulir Model A-Rekap
Provinsi kepada:
KPU;
Bawaslu Provinsi;
peserta Pemilu tingkat provinsi;
tim kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden tingkat provinsi; dan
e. perangkat pemerintah tingkat provinsi.
Salinan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat dalam bentuk salinan digital.
Berita acara pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap
Provinsi Perubahan Pemilih, dan formulir Model A-
Rekap Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat dalam bentuk salinan naskah asli.
Selain salinan DPS, berita acara pleno rekapitulasi,
formulir Model A-Rekap Provinsi Perubahan Pemilih,
dan formulir Model A-Rekap Provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) KPU Provinsi menyampaikan
formulir model A-Daftar  Perubahan Pemilih
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (6) kepada
PPS melalui KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk
salinan naskah asli dilampiri dengan bukti dokumen
autentik.
KPU Provinsi menyampaikan salinan DPS sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada Bawaslu Provinsi,
peserta Pemilu tingkat provinsi, dan perwakilan partai
politik peserta Pemilu di tingkat Provinsi dalam salinan
digital yang tidak bisa diubah.
Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

ao o

Pasal 135
Dalam hal terdapat permintaan dari perwakilan peserta
Pemilu tingkat provinsi atau Bawaslu Provinsi, KPU
Provinsi menyampaikan salinan DPS dalam bentuk
salinan digital.
Penyampaian Salinan DPS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 2
Luar Negeri

Pasal 136

PPLN melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSLN
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (3) dan
menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Pemilih
PPLN.

Rekapitulasi dan penetapan DPSLN Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden putaran kedua sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno
terbuka.

Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terdiri dari:

Pantarlih luar negeri;

Panwaslu LN setempat;

perwakilan peserta Pemilu setempat;

tim kampanye pasangan calon tingkat setempat;
dan

e. perwakilan Republik Indonesia;

Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan
tanggapan terhadap proses dan hasil disertai dengan
bukti dokumen yang autentik.

PPLN menindaklanjuti masukan dan tanggapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika dokumen
yang ditunjukkan terbukti benar.

Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara yang
ditandatangani oleh ketua dan anggota PPLN.
Ketentuan mengenai Berita Acara Rekapitulasi Tingkat
PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum
dalam Lampiran LIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

o op

Pasal 137
PPLN menyampaikan salinan DPSLN Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden putaran kedua dalam formulir
Model A-Daftar Pemilih PPLN, formulir Model A-Rekap
Pemilih PPLN, dan Berita Acara Pleno Rekapitulasi

kepada:

a. KPU;

b. Panwaslu LN setempat;

c. perwakilan peserta Pemilu setempat;

d. tim kampanye pasangan calon tingkat setempat;

dan
e. perwakilan Republik Indonesia.
Salinan DPSLN dalam formulir Model A-Daftar Pemilih
PPLN, formulir Model A-Rekap Pemilih PPLN, dan Berita
Acara Pleno Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan digital.
Berita Acara Pleno Rekapitulasi dan formulir Model A-
Rekap Pemilih PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibuat dalam bentuk salinan naskah asli.
PPLN menyampaikan salinan DPS sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada Panwaslu LN setempat
dalam salinan digital yang tidak bisa diubah.
Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
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Pasal 138
Dalam hal terdapat permintaan Panwaslu LN setempat,
PPLN menyampaikan salinan DPSLN dalam bentuk
salinan digital.
Penyampaian Salinan DPSLN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 3
Nasional

Pasal 139

KPU melakukan rekapitulasi tingkat nasional Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua yang
mencakup:
a. rekapitulasi hasil pemutakhiran per provinsi dan di

luar negeri; dan
b. rekapitulasi DPS per provinsi dan DPSLN.
Rekapitulasi hasil pemutakhiran di dalam negeri dan di
luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dilakukan berdasarkan data pada formulir:
a. Model A-Rekap Provinsi Perubahan Pemilih; dan
b. Model A-Rekap Perubahan Pemilih Seluruh PPLN.
Rekapitulasi hasil pemutakhiran per provinsi dan di
luar negeri sebagaimana dimaksud ayat (2)
digabungkan menjadi rekapitulasi hasil pemutakhiran
tingkat nasional dan dituangkan ke dalam formulir
Model A-Rekap Nasional Perubahan Pemilih.
Rekapitulasi DPS per provinsi dan DPSLN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan
data pada formulir:
a. Model A-Rekap Provinsi; dan
b. Model A-Rekap Pemilih Seluruh PPLN.
Rekapitulasi DPS per provinsi dan DPS luar negeri
sebagaimana dimaksud ayat (4) digabungkan menjadi
rekapitulasi DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
putaran kedua tingkat nasional menggunakan formulir
Model A-Rekap Nasional.

Pasal 140
Rekapitulasi DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
putaran kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139
ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terdiri dari:
KPU Provinsi;
Bawaslu;
peserta Pemilu tingkat pusat;
tim kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden tingkat pusat;
PPLN;
Tentara Nasional Indonesia;
Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
pemerintah.
Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat memberikan masukan dan
tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan

aao o
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hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen
autentik.

KPU menindaklanjuti masukan dan tanggapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jika dokumen
yang ditunjukkan terbukti benar.

Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dituangkan ke dalam formulir Model A-Perubahan
Daftar Pemilih.

Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara yang
ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU.

Ketentuan mengenai Berita Acara Rekapitulasi Tingkat
Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
tercantum dalam Lampiran LIV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 141

KPU menyampaikan salinan DPS dan DPSLN Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua, berita
acara pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap
Nasional, dan formulir Model A-Rekap Nasional
Perubahan Pemilih kepada:
a. Bawaslu;
b. peserta Pemilu tingkat pusat;
c. tim kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil

Presiden tingkat pusat; dan
d. pemerintah.
Salinan DPS dan DPSLN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan digital.
Berita acara pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap
Nasional, dan formulir Model A-Rekap Nasional
Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
dalam bentuk salinan naskah asli.
KPU menyampaikan salinan DPS dan DPSLN
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bawaslu
dan peserta Pemilu dalam salinan digital yang tidak bisa
diubah.
Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 142
Dalam hal terdapat permintaan Bawaslu, KPU
menyampaikan salinan DPS dan DPSLN Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua dalam
bentuk salinan digital.
Penyampaian salinan DPS dan DPSLN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 143
KPU menetapkan hasil rekapitulasi DPS Nasional
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua
dengan Keputusan KPU.
KPU mengumumkan hasil rekapitulasi DPS Nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
a. laman KPU; dan
b. aplikasi berbasis teknologi informasi.
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Pasal 144

KPU menyampaikan masukan dan tanggapan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (3)

kepada:

a. PPS melalui KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,
dan PPK untuk DPS Pemilu Presiden dan Wakil
Pemilu Presiden Putaran Kedua dalam negeri; dan

b. PPLN untuk DPSLN Pemilu Presiden dan Wakil
Pemilu Presiden Putaran Kedua luar negeri.

Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan:

a. DPSHP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Putaran Kedua dalam negeri oleh PPS; dan

b. DPSHP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
putaran kedua luar negeri oleh PPLN.

Bagian Ketiga

Pengumuman dan Tanggapan Daftar Pemilih Sementara

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

(2)

Paragraf 1
Dalam Negeri

Pasal 145
PPS mengumumkan DPS Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden putaran kedua pada papan pengumuman yang
mudah dijangkau selama 3 (tiga) Hari.
KPU dapat membantu PPS dalam mengumumkan DPS
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
a. laman KPU; dan
b. aplikasi berbasis teknologi informasi.
PPS melalui PPK memberikan salinan DPS kepada
peserta Pemilu tingkat kecamatan dalam bentuk salinan
digital dan/atau salinan naskah asli sebagai bahan
untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.
Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilakukan untuk mendapat masukan dan
tanggapan dari masyarakat, pengawas Pemilu,
dan/atau peserta Pemilu.
Pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) menampilkan daftar nama pemilih secara
urut berdasarkan abjad.

Pasal 146

Masyarakat, Pengawas Pemilu, dan/atau peserta Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (4) dapat
menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap DPS
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua
paling lama 3 (tiga) Hari.
Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi informasi mengenai:
a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4;
b. perbaikan data Pemilih;
c. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
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d. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi
syarat sebagai Pemilih.

Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan
dan menyerahkan salinan KTP-el atau KK dari Pemilih
yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta
mengisi formulir Model A-Tanggapan.

PPS melakukan verifikasi kepada Pemilih yang
informasinya diusulkan dalam masukan dan tanggapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2
Luar Negeri

Pasal 147
PPLN mengumumkan DPSLN Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden putaran kedua pada papan
pengumuman di kantor perwakilan Republik Indonesia
selama 3 (tiga) Hari.
KPU dapat membantu PPLN dalam mengumumkan
DPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
a. laman KPU; dan
b. aplikasi berbasis teknologi informasi.
Pengumuman DPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dilakukan untuk mendapat masukan
dan tanggapan dari masyarakat, Panwaslu LN,
dan/atau peserta Pemilu di luar negeri.
Pengumuman DPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) menampilkan daftar nama pemilih
secara urut berdasarkan abjad.

Pasal 148
Masyarakat, Pengawas Pemilu, dan/atau Peserta Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3) dapat
menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap
DPSLN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran
kedua paling lama 3 (tiga) Hari.
Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi informasi mengenai:
a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4;
perbaikan data Pemilih;
Pemilih tidak berdomisili di wilayah kerja PPLN;
Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi
syarat sebagai Pemilih.
Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan kepada PPLN dengan
menunjukkan dan menyerahkan salinan KTP-el, KK,
Paspor atau Surat Perjalanan Laksana Paspor dari
Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki,
serta mengisi formulir Model A-Tanggapan LN.
PPLN melakukan verifikasi kepada Pemilih yang
informasinya diusulkan dalam masukan dan tanggapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

o po o
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Bagian Keempat

Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan

Paragraf 1
Dalam Negeri

Pasal 149
PPS memperbaiki DPS Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden putaran kedua berdasarkan masukan dan
tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145
ayat (1) paling lama 5 (lima) Hari.
Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berasal dari:
a. peserta rapat pleno terbuka rekapitulasi dan
penetapan DPS di kabupaten/kota;
b. peserta rapat pleno terbuka rekapitulasi DPS di
provinsi;
c. peserta rapat pleno terbuka rekapitulasi DPS di
tingkat nasional; dan
d. masyarakat, pengawas Pemilu, dan/atau peserta
Pemilu.
Dalam hal terdapat kendala dalam perbaikan DPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU
Kabupaten/Kota dan/atau PPK dapat membantu PPS.

Pasal 150
PPS menyusun Daftar Pemilih hasil perbaikan DPS
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1)
menggunakan formulir Model A-Daftar Perubahan
Pemilih dalam bentuk salinan digital.
Penyusunan Daftar Pemilih hasil perbaikan DPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke
dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan
anggota PPS.
PPS menyampaikan salinan digital formulir Model A-
Daftar Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.
Formulir = Model A-Daftar Perubahan  Pemilih
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan KPU
Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan Daftar
Pemilih hasil perbaikan DPS.

Paragraf 2
Luar Negeri

Pasal 151

PPLN memperbaiki DPSLN Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden putaran kedua paling lama 5 (lima) Hari sejak
berakhirnya penyampaian masukan dan tanggapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1).
Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berasal dari:

a. peserta rapat pleno terbuka rekapitulasi dan

penetapan DPSLN tingkat PPLN;
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b. peserta rapat pleno terbuka rekapitulasi DPSLN
tingkat nasional; dan/atau

c. masyarakat, pengawas Pemilu dan/atau Peserta
Pemilu.

Pasal 152

(1) PPLN menyusun Daftar Pemilih hasil perbaikan DPSLN
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) dan
menuangkan ke dalam formulir Model A-Daftar
Perubahan Pemilih PPLN dalam bentuk salinan digital.

(2) Penyusunan Daftar Pemilih hasil perbaikan DPSLN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke
dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan
anggota PPLN.

(3) PPLN menyampaikan salinan digital formulir Model A-
Daftar Perubahan Pemilih PPLN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada KPU dengan tembusan Kepala
Perwakilan Republik Indonesia.

(4) Formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih PPLN
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan PPLN
sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih hasil
perbaikan DPSLN.

Bagian Kelima
Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan

Paragraf 1
Dalam Negeri

Pasal 153
(1) PPS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil
perbaikan DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
putaran kedua di kelurahan/desa atau sebutan lain.
(2) PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil
perbaikan DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
putaran kedua di kecamatan atau sebutan lain.

Pasal 154

(1) PPS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil
perbaikan DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
putaran kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153
ayat (1) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-
Rekap PPS Perubahan Pemilih.

(2) Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
rapat pleno terbuka.

(3) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terdiri dari:

a. Panwaslu Kelurahan/Desa atau sebutan lain;

b. peserta Pemilu tingkat kelurahan/desa atau
sebutan lain;

c. tim kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden tingkat kelurahan/desa; dan

d. perangkat pemerintah tingkat kelurahan/desa
atau sebutan lain.
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Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan
tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan
hasil rekapitulasi, disertai dengan bukti dokumen
autentik.

PPS menindaklanjuti masukan dan tanggapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika dokumen
yang ditunjukkan terbukti benar.

Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dituangkan dalam formulir Model A-Perubahan Daftar
Pemilih.

Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dituangkan ke dalam berita acara yang
ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS.

Ketentuan mengenai Berita Acara Rekapitulasi Tingkat
PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum
dalam Lampiran LV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 155

PPS menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua dan formulir
Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dalam bentuk
salinan naskah asli kepada:

a.
b.
C.

d.

(1)

(2)

(3)

(4)

PPK;

Panwaslu Kelurahan/Desa;

Perwakilan peserta Pemilu tingkat kelurahan/desa atau
sebutan lain;

tim kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden tingkat kelurahan/desa; dan

perangkat pemerintah tingkat kelurahan/desa atau
sebutan lain.

Pasal 156
PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil
perbaikan DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
putaran kedua berdasarkan formulir Model A-Rekap
PPS Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 155 huruf a dan menuangkan ke dalam formulir
Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih.
Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
rapat pleno terbuka.
Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terdiri dari:
a. PPS;
b. Panwaslu Kecamatan;
c. perwakilan peserta Pemilu tingkat kecamatan atau
sebutan lain;
d. tim kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden tingkat kecamatan atau sebutan lain; dan
e. perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau
sebutan lain.
Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan
tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan
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hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen
autentik.

PPK menindaklanjuti masukan dan tanggapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika dokumen
yang ditunjukkan terbukti benar.

Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dituangkan ke dalam formulir Model A-Daftar
Perubahan Pemilih.

Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara yang
ditandatangani oleh ketua dan anggota PPK.

Ketentuan mengenai Berita Acara Rekapitulasi Tingkat
PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum
dalam Lampiran LVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 157
PPK menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan
formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dalam
bentuk salinan naskah asli kepada:
a. KPU Kabupaten/Kota;
b. Panwaslu Kecamatan;
c. peserta Pemilu tingkat kecamatan atau sebutan
lain;
d. tim kampanye pasangan calon tingkat kecamatan
atau sebutan lain; dan
e. perangkat Pemerintah tingkat kecamatan atau
sebutan lain.
PPK menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan
formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU
Kabupaten/Kota dilampiri dengan bukti dokumen
autentik.

Paragraf 2
Luar Negeri

Pasal 158
PPLN melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil
perbaikan DPSLN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
putaran kedua di negara yang bersangkutan.
Dalam melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil
perbaikan DPS luar negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), PPLN dapat dibantu Pantarlih luar negeri.

Pasal 159
PPLN melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil
perbaikan DPSLN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
putaran kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152
ayat (1) menggunakan formulir Model A-Rekap Pemilih
PPLN.
Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPSLN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
rapat pleno terbuka.
Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terdiri dari:
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Pantarlih luar negeri;

Panwaslu LN setempat;

perwakilan peserta Pemilu setempat;

tim kampanye pasangan calon tingkat setempat;
dan

e. perwakilan Republik Indonesia;

Peserta pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika
terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil
rekapitulasi, disertai dengan bukti dokumen autentik.
PPLN menindaklanjuti atas masukan dan tanggapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika dokumen
yang ditunjukkan terbukti benar.

Hasil rapat pleno terbuka terbuka sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita
acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota
PPLN.

Ketentuan mengenai Berita Acara Rekapitulasi Tingkat
PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum
dalam Lampiran LVII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

o op

Pasal 160
PPLN menyampaikan Daftar Pemilih hasil perbaikan
DPSLN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran
kedua dalam formulir Model A-Daftar Perubahan
Pemilih PPLN, formulir Model A-Rekap Pemilih PPLN,
dan Berita Acara Pleno Rekapitulasi kepada:
KPU;
Panwaslu LN setempat;
perwakilan peserta Pemilu setempat;
tim kampanye pasangan calon tingkat setempat;
dan
e. perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.
Salinan Daftar Pemilih hasil perbaikan DPSLN dalam
formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih PPLN,
formulir Model A-Rekap Pemilih PPLN, dan Berita Acara
Pleno Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat dalam bentuk salinan digital.
Berita Acara Pleno Rekapitulasi dan formulir Model A-
Rekap Pemilih PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibuat dalam bentuk salinan naskah asli.
PPLN menyampaikan salinan DPSLN sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada Panwaslu LN setempat
dalam salinan digital yang tidak bisa diubah.
Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

fao o

Pasal 161
Dalam hal terdapat permintaan Panwaslu LN setempat,
PPLN menyampaikan salinan DPSLN dalam bentuk
salinan digital.
Penyampaian Salinan DPSLN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
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Bagian Keenam
Penyusunan Daftar Pemilih Tetap

Paragraf 1
Dalam Negeri

Pasal 162
KPU Kabupaten/Kota menyusun DPT Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden putaran kedua berdasarkan
formulir Model A-Daftar  Perubahan Pemilih
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (6) dari
PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
KPU Kabupaten/Kota menuangkan penyusunan DPT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir
Model A-KabKo Daftar Pemilih.
Penyusunan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani
oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.

Paragraf 2
Luar Negeri

Pasal 163
PPLN menyusun DPTLN Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden putaran kedua berdasarkan rekapitulasi
Daftar Pemilih hasil perbaikan DPSLN.
PPLN menuangkan penyusunan DPTLN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A-PPLN
Daftar Pemilih.
Penyusunan DPTLN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dituangkan ke dalam berita acara yang
ditandatangani oleh ketua dan anggota PPLN.

Bagian Ketujuh
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

Paragraf 1
Dalam Negeri

Pasal 164

KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi DPT
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua di
kabupaten/kota.

KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPT Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua di provinsi.
KPU melakukan rekapitulasi DPT Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden putaran kedua secara nasional.

Pasal 165
KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan
penetapan DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
putaran kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164
ayat (1) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-
Rekap KabKo.
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Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno
terbuka.

Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terdiri dari:

PPK;

Bawaslu Kabupaten/Kota;

peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota;

tim kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden tingkat kabupaten/kota;

e. Tentara Nasional Indonesia;

f.  Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

g. perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota.
Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan
tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan
hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen
autentik.

KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan
tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), secara
langsung dalam rapat pleno terbuka jika dokumen yang
ditunjukkan terbukti benar.

Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara yang
ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU
Kabupaten/Kota.

Ketentuan mengenai Berita Acara Rekapitulasi Tingkat
KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) tercantum dalam Lampiran LVIII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

pao oD

Pasal 166
KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT,
berita acara pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-
Rekap KabKo kepada:
KPU Provinsi;
Bawaslu Kabupaten/Kota;
peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota;
perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota;
tim kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden tingkat kabupaten/kota;
perwakilan partai politik peserta Pemilu tingkat
kecamatan atau sebutan lain melalui PPK; dan
g.  PPS melalui PPK.
Salinan DPT dalam formulir Model A-Rekap KabKo
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam
bentuk salinan digital.
Berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-
Rekap KabKo sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat dalam bentuk salinan naskah asli.
Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

PAas o

=

Pasal 167
Dalam hal terdapat permintaan dari perwakilan peserta
Pemilu tingkat kabupaten/kota atau Bawaslu
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Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan
salinan DPT dalam bentuk salinan digital.
Penyampaian Salinan DPT sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 168
KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPT Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua
berdasarkan  formulir Model A-Rekap KabKo
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1) dan
menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Provinsi.
Rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terdiri dari:
KPU Kabupaten/Kota;
Bawaslu Provinsi;
peserta Pemilu tingkat provinsi;
tim kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden tingkat provinsi;
e. Tentara Nasional Indonesia;
f.  Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
g. perangkat pemerintah tingkat provinsi.
Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dituangkan dalam Dberita acara yang
ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi.
Ketentuan mengenai Berita Acara Rekapitulasi Tingkat
KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tercantum dalam Lampiran LIX yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

pao o

Pasal 169
KPU Provinsi menyampaikan salinan DPT, berita acara
pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap Provinsi

kepada:

a. KPU;

b. Bawaslu Provinsi;

c. peserta Pemilu tingkat provinsi;

d. tim kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil

Presiden tingkat provinsi; dan
e. perangkat Pemerintah tingkat provinsi.
Salinan DPT dalam formulir Model A-Rekap Provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam
bentuk salinan digital.
Berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-
Rekap Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat dalam bentuk salinan naskah asli.
Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 170
Dalam hal terdapat permintaan dari perwakilan peserta
Pemilu tingkat provinsi atau Bawaslu Provinsi, KPU
Provinsi menyampaikan salinan DPT dalam bentuk
salinan digital.
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Penyampaian Salinan DPT sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 2
Luar Negeri

Pasal 171
PPLN melakukan rekapitulasi DPTLN Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden putaran kedua.
Rekapitulasi DPTLN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dituangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Pemilih
PPLN.
Rekapitulasi DPTLN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) terdiri dari:
Pantarlih luar negeri;
Panwaslu LN setempat;
perwakilan peserta Pemilu setempat;
tim kampanye pasangan calon tingkat setempat;
dan
e. perwakilan Republik Indonesia.
Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dapat memberikan masukan dan
tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan
hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen
autentik.
PPLN menindaklanjuti masukan dan tanggapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara langsung
dalam rapat pleno terbuka, jika dokumen yang
ditunjukkan terbukti benar.
Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dituangkan ke dalam berita acara yang
ditandatangani oleh ketua dan anggota PPLN.
Ketentuan mengenai Berita Acara Rekapitulasi Tingkat
PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum
dalam Lampiran LX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

ao o

Pasal 172
PPLN menyampaikan salinan DPTLN, berita acara pleno
rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap Pemilih PPLN
kepada:
Pantarlih luar negeri;
Panwaslu LN setempat;
perwakilan peserta Pemilu setempat;
tim kampanye pasangan calon tingkat setempat;
dan
e. perwakilan Republik Indonesia.
Salinan DPTLN dalam formulir Model A-Daftar Pemilih
PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
dalam bentuk salinan digital.
Berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-
Rekap Pemilih PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibuat dalam bentuk salinan naskah asli.

oo
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PPLN menyampaikan salinan DPTLN dalam bentuk
salinan digital, jika terdapat permintaan dari peserta
perwakilan peserta Pemilu negara setempat dan
Panwaslu LN.

Paragraf 3
Nasional

Pasal 173
KPU melakukan rekapitulasi DPT Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden putaran kedua tingkat nasional yang
mencakup:
a. rekapitulasi DPT per provinsi; dan
b. rekapitulasi DPTLN seluruh PPLN.
Rekapitulasi DPT tingkat nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data
pada formulir:
a. Model A-Rekap Provinsi; dan
b. Model A-Rekap Pemilih seluruh PPLN.
Rekapitulasi DPT tingkat nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno
terbuka.
Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) terdiri dari:
KPU Provinsi;
Bawaslu;
peserta Pemilu tingkat pusat;
tim kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden tingkat pusat;
PPLN;
Tentara Nasional Indonesia;
Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
. pemerintah.
KPU menetapkan hasil rekapitulasi DPT tingkat
nasional dengan keputusan KPU.

pao o

SR o

Pasal 174
KPU menyampaikan keputusan KPU mengenai
rekapitulasi DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
putaran kedua tingkat nasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 173 ayat (5), salinan DPT seluruh
kabupaten/kota, dan Salinan DPTLN seluruh PPLN
kepada:
a. Bawaslu;
b. peserta Pemilu tingkat pusat;
c. tim kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil

Presiden tingkat pusat; dan

d. pemerintah.
Salinan DPT dan DPTLN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan digital dalam
format yang tidak bisa diubah.
Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

jdih.kpu.go.id



(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

(1)

(2)

(3)

(1)

- 74 -

Bagian Kedelapan
Pengumuman Daftar Pemilih Tetap

Paragraf 1
Dalam Negeri

Pasal 175
PPS mengumumkan DPT Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden putaran kedua pada papan pengumuman yang
mudah dijangkau sampai dengan hari pemungutan
suara.
KPU dapat membantu PPS dalam mengumumkan DPT
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
a. laman KPU; dan
b. aplikasi berbasis teknologi informasi.
KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan
rekapitulasi DPT per TPS dan salinan DPT per TPS
kepada PPS dalam bentuk naskah asli berjumlah 3 (tiga)
rangkap.
PPS menggunakan salinan rekapitulasi DPT per TPS
dan salinan DPT per TPS sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) untuk:
a. pengumuman di kantor kelurahan/desa atau
sebutan lain;
b. pengumuman di sekretariat/balai RT/RW atau
tempat strategis lainnya; dan
c. arsip PPS.
DPT diumumkan dengan menampilkan daftar nama
Pemilih secara urut berdasarkan abjad.
DPT per TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
digunakan kelompok penyelenggara pemungutan suara
dalam melaksanakan pemungutan suara di TPS.

Paragraf 2
Luar Negeri

Pasal 176
PPLN mengumumkan DPTLN Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden putaran kedua pada papan pengumuman di
kantor perwakilan Republik Indonesia sampai dengan
hari pemungutan suara.
KPU dapat membantu PPLN dalam mengumumkan
DPTLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
a. laman KPU; dan
b. aplikasi berbasis teknologi informasi.
DPTLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
dalam pelaksanaan pemungutan suara.

BAB X
SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

Pasal 177
KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota menggunakan
sistem informasi data Pemilih dalam melakukan
penyusunan Daftar Pemilih.
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(2) Sistem informasi data Pemilih sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem informasi
administrasi kependudukan dan/atau sistem informasi
lain yang digunakan di lingkungan KPU.

BAB XI
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM KEADAAN
BENCANA

Pasal 178

(1) Dalam hal terjadi bencana pada tahapan penyusunan
Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu,
pelaksanaan kegiatan mengikuti protokol kesehatan,
keamanan, dan keselamatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai tahapan penyusunan Daftar
Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan
protokol bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan keputusan KPU.

BAB XII
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI LOKASI KHUSUS

Pasal 179

(1) KPU melalui KPU Kabupaten/Kota dapat menyusun
Daftar Pemilih di lokasi khusus.

(2) Daftar Pemilih di lokasi khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat Daftar Pemilih yang tidak dapat
menggunakan hak pilihnya di TPS asal pada hari
pemungutan suara dan akan menggunakan haknya di
lokasi khusus.

(3) Lokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:

rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan,;

panti sosial atau panti rehabilitasi;

relokasi bencana;

daerah konflik; dan

lokasi lainnya dengan kriteria:

1. terdapat Pemilih yang pada hari pemungutan
suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya
sesuai dengan domisili di KTP-el;

2. Pemilih tersebut terkonsentrasi di suatu
tempat; dan

3. jumlah Pemilih dapat dibentuk paling sedikit
1 (satu) TPS.

P00 T

Pasal 180

(1) Dalam menyusun Daftar Pemilih di lokasi khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1), KPU
melalui KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan
pejabat yang berwenang di lokasi khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 179 ayat (3).

(2) Koordinasi KPU Kabupaten/Kota dengan pejabat yang
berwenang di lokasi khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU.
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BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 181
Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, ketentuan
dalam:
a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun

2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam
Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389); dan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun
2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 430)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar
Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 390),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 182

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Oktober 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
ttd.

HASYIM ASY’ARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1079

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
/7 KOMISI PEMILIHAN UMUM
5 / ‘Kepal' Blro Perundang-Undangan,
tt': ; '

| =
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LAMPIRAN I

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

NO. PROGRAM/KEGIATAN JADWAL

AWAL AKHIR

1 2 3 4

1 | PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM Jumat, 14 Oktober | Rabu, 21 Juni 2023

PENYELENGGARAAN PEMILU 2022

a. | Penyusunan Daftar Pemilih Jumat, 14 Oktober Selasa, 07 Maret
2022 2023

b. | Penyusunan DPS Rabu, 08 Maret Rabu, 05 April 2023
2023

c. | Penyusunan DPSHP Senin, 01 Mei 2023 Minggu, 18 Juni

2023

d. | Penyusunan DPT Senin, 19 Juni 2023 | Rabu, 21 Juni 2023

e. | Rekapitulasi dan Pengumuman DPT Kamis, 22 Juni

2023

Rabu, 14 Februari
2024

2 | PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
PUTARAN KEDUA

a. | Penyusunan Daftar Pemilih Jumat,22 Maret Minggu,24 Maret

2024 2024
b. | Penyusunan DPS Senin,25 Maret Jumat, 12 April 2024
2024

Penyusunan DPSHP

Senin,22 April 2024

Selasa,23 April 2024

a0

Penyusunan DPT

Rabu,24 April 2024

Kamis,25 April 2024

e. | Rekapitulasi dan Pengumuman DPT

Rabu,24 April 2024

Kamis,25 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.
Salinan sesuai dengan aslinya
_SEKRETARIAT JENDERAL
// ~ KOMISEPEMILIHAN UMUM
«Kepala\Byro Perundang-Undangan,

HASYIM ASY’ARI
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DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN UMUM

LAMPIRAN II

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

MODEL A-Daftar Pemilih

TAHUN 2024
PROVINSI Kecamatan :...................
KABUPATEN/ Kelurahan/Desa :...................
KOTA e,
TPS :.iiiiiiiiiiines
No | No KK NIK Nama Tempat | Tanggal Status Jenis Alamat KTP-el Disabilitas Status Keterangan
Lahir Lahir Perkawinan | Kelamin I Dukah | Rt TR Kepemilikan
B/S/P L/p |Jalan/Dukuh | Rt | Rw KTP-el
S/B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10| 11 12 13 14

1

2

3

4

5
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10

Keterangan Stat Kolom disabilitas (12). Kolom Keterangan Status
perkawinan (7) : 1: Disabilitas Fisik Kepemilikan KTP-el (13):

B : Belum Kawin
S : Sudah Kawin
P : Pernah Kawit

: Disabilitas Intelekti S : Sudah memiliki KTP-el
: Disabilitas Mental B : Belum memiliki KTP-el
: Disabilitas Sensorik wicara

: Disabilitas Sensorik Rungu

: Disabilitas Sensorik Netra

U DN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL

/7~ KOMISEPEMILIHAN UMUM

-~

‘Biro Perundang-Undangan,

Kolom Keterangan (14) :

U : Ubah elemen data
1 : Meninggal
2 : Ganda
3 : Dibawah Umur
4 : Pindah domisili
5 : Tidak dikenal
Hal ... dari ...

jdih.kpu.go.id

6 : TNI

7 : Polri

8 : Salah penempatan
TPS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY’ARI




DAFTAR POTENSIAL PEMILIH

PEMILIHAN UMUM

LAMPIRAN III

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

MODEL A-Daftar Potensial

TAHUN 2024
PROVINSI ... Kecamatan ...
KABUPATEN/KOTA  :...ieee. Kelurahan/Desa  :......cccoeveienene.
TPS .
No No KK NIK Nama Tempat Tanggal | Status | Jenis Alamat Alamat KTP-el Disabil | Status | Ketera
Lahir Lahir Perka | Kela Tempat (jalan, RT/ RW, itas Kepem | ngan
winan | min Tinggal Kelurahan/Desa, ilikan
B/S/P| L/P (jalan, RT/ kecamatan, KTP-el
RW) kabupaten /kota S/B
dan provinsi)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15
1
2
3
4
5
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10
Keterangan Status Kolom disabilitas (12): Kolom Keterangan Status Kolom Keterangan (15) : itetapkan di ................... , Tanggal,
perkawman (7) 1: Disabilitas Fisik Kepemilikan KTP-el (14) B Pl Bame 0 e g eeeeeeeaes PN
B: Belum Kawin 2: Disabilitas Intelektual S : Sudah memiliki KTP-el 11 : Alamat KTP-el sesuai
S : Sudah Kawin  3: Disabilitas Mental B : Belum memiliki KTP-el 12 : Alamat KTP-el berbeda PANTARLIH
P: Pernah Kawin 4: Disabilitas Sensorik Wicara
S: Disabilitas Sensorik Rungu
6: Disab]‘]itas Sensor]‘k Netra ( ............................................. )

Hal ... dari ...

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya ,
SEKRETARIAT JENDERAL HASYIM ASY’ARI
/ /QMISI PEMILIHAN UMUM

\._

4 / e
f:m 1‘

Bt\ro Perundang-Undangan,
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LAMPIRAN IV

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

MODEL A-Laporan Hasil Coklit

LAPORAN HASIL COKLIT
PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024
PROVINSI L e NO TPS e
KABUPATEN/ e NAMA PANTARLIH ..o,
KOTA
KECAMATAN L e NIK PANTARLIH e
KELURAHAN/ L e NO HP e
DESA
No Kegiatan Coklit L P L+P
1 2 3 4 5
I Jumlah Data Pemilih diterima
(A-Daftar Pemilih)
II Jumlah Pemilih baru (A-
Daftar Potensial Pemilih)
I Pemilih yang Tidak Memenuhi P L+P
Syarat

1. Pemilih Meninggal

2. Pemilih ganda

3. Pemilih dibawah umur

4. Pemilih pindah domisili

5. Pemilih tidak dikenal

6. Pemilih yang berstatus TNI

7. Pemilih yang berstatus
POLRI

8. Pemilih salah penempatan
TPS

Jumlah Pemilih
Hasil Coklit (I+II)-
II1

IV

Jumlah Data Pemilih

diperbaiki
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\Y% Jumlah Data Pemilih L P
Disabilitas
1.
Disabilit
as Fisik
2. Disabilitas Intelektual

3.
Disabilit
as
Mental

4. Disabilitas Sensorik Wicara

5. Disabilitas Sensorik Rungu
6. Disabilitas Sensorik Netra

VI Jumlah Stiker Diterima (Model
Stiker Coklit)
Jumlah Stiker Digunakan
Jumlah Stiker
Tersisa

VII 1. Jumlah KK Hasil Coklit
2. Jumlah Lembar Bukti Pemilih Terdaftar
(Model A-Tanda Bukti Terdaftar) dibagikan
Pemilih KTP Elektronik dan
Calon Pemilih

VIII 1. Jumlah Pemilih KTP-el ( Model A-Daftar Pemilih dan
Model A-Daftar Potensial Pemilih )

2. Jumlah Pemilih belum ber-
KTP-el

3. Jumlah Potensial Pemilih

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
~KOMISEPEMILIHAN UMUM ted.

&
», 2

HASYIM ASY’ARI
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LAMPIRAN V

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

Model A-Tanda Bukti
Terdaftar

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN UMUN TAHUN ..........

Kepala Keluarga/Penghuni

Rumah
Alamat
No. TPS
No Nama Pemilih Ditanda tangani di .......c.cooviiviiniiiiiiiniiinnn.
1. Tanggal .......cccooiveiiinin.
2.
3. Kepala Keluarga Pantarlih
4. /Penghuni Rumah
5.
0.
7.
8. (ceeeeee e ) (feme e )
9.
10.
11.

..................................................................................................................................................
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Model A-Tanda Bukti

Terdaftar
TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN UMUN TAHUN ..........

Kepala Keluarga/Penghuni

Rumah

Alamat

No. TPS
No Nama Pemilih Ditanda tangani di
1. Tanggal .....cocevvvieiiiiiiniiinen,
2.
3. Kepala Keluarga Pantarlih
4. /Penghuni Rumah
5.
0.
7.
8. (ceeeeee e ) (e
9.
10.
11.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL ttd.

7~ KOMISI PEMILIHAN UMUM
/.7 Kepals Biro Perundang-Undangan,
w/ o5 LA HASYIM ASY’ARI

»
i)
oy
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LAMPIRAN VI

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

Model A-Stiker Coklit

STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memuat:

Logo KPU

Jenis dan Tahun Pemilihan

Hari dan Tanggal Pemungutan Suara

Hari dan Tanggal Pencocokan dan Penelitian
Jumlah Keluarga

Jumlah Pemilih

Tanda tangan Kepala Keluarga/Penghuni Rumah
Tanda tangan Pantarlih

XN TaR LD

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Salinan sesuai dengan aslinya ttd.
SEKRETARIAT JENDERAL
/7~ KOMISE PEMILIHAN UMUM
/\k Kepal' B‘I\I‘O Perundang Undangan HASYIM ASY’ARI
(=
¢

el
¥ F 5
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PEMILIHAN UMUM

DAFTAR PEMILIH LUAR NEGERI

LAMPIRAN VII

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

MODEL A-Daftar Pemilih LN

TAHUN 2024

NEGARA PPLN :.........

PERWAKILAN RI  : .................

NO NKK NIK Nomor Nama Tempat | Tanggal | Status | Jenis Alamat Jen | Status | Metode | Ketera
Paspor/No | Lengkap Lahir Lahir Perkaw | Kelam is | Kepemi | Pemun | ngan
mor SPLP inan in Dis | likan gutan

B/S/P L/P abil | KTP-el | Suara
itas S/B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1
2
3
4
5
6
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9

10

Keterangan Status Kolom disabilitas (11):

perkawinan (8) :

B : Belum Kawin
S : Sudah Kawin
P : Pernah Kawin

: Disabilitas
: Disabilitas
: Disabilitas
: Disabilitas
: Disabilitas
: Disabilitas

Ul DN

Fisik
Intelektual
Mental

Kolom Keterangan Status
Kepemilikan KTP-el (12):
S : Sudah memiliki KTP-
el

Sensorik Wicara B : Belum memiliki KTP-
Sensorik Rungu ]

Sensorik Netra

Salinan sesual dengan aslinya
SE_KEETARIAT JENDERAL
//j@{-f?l-:PEMILIHAN UMUM

= F .
/? g !:':K‘ep .
(“ Bins

LpEa -4 |
B AL A |
2 N H - |
L 5| X
' ’ P
¢ £

{ Biro Perundang-Undangan,

Kolom Keterangan
Metode Pemungutan
Suara (13) :

1: TPSLN

2: KSK

3: POS

Hal ... dari ...

jdih.kpu.go.id

Kolom Keterangan (14) :

U : Ubah elemen data
: Meninggal

: Ganda

: Dibawah Umur

: Pindah domisili

: Tidak dikenal

: TNI

: Polri

: Salah penempatan
TP

G~ Uph WN =

Ditetapkan di ................... ,
Tanggal, ............ ) e ,
PANITIA PEMILIHAN LUAR
NEGERI
Ketua

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY’ARI




LAMPIRAN VIII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

MODEL A-Daftar Potensial Pemilih LN

DAFTAR POTENSIAL PEMILIH LUAR NEGERI
PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024
NEGARA .l PPLN  :........
PERWAKILAN RI  :..............
NO No KK NIK Nomor Nama Tempat | Tanggal | Jenis | Status Alamat Alamat | Disabi | Status | Metode | Kete
Paspor/N Lahir Lahir Kela | Perkaw Tempat KTP-el litas | Kepemi | Pemun | ran
omor min inan Tinggal likan gutan | gan
SPLP L/P | B/S/P KTP-el | Suara
S/B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

jdih.kpu.go.id




12

13

14

15

16

17

18

19

20

Keterangan Status Kolom disabilitas (12):
perkawinan (9):

B : Belum Kawin
S : Sudah Kawin
P : Pernah Kawin

Kolom Keterangan Status
Kepemilikan KTP-el (13):

Kolom Keterangan

: Disabilitas Fisik Metode Pemungutan

: Disabilitas Intelektual S : Sudah memiliki KTP-el Suara (14) :
: Disabilitas Mental B : Belum memiliki KTP-el 1 : TPSLN
: Disabilitas Sensorik Wicara 2 : KSK

: Disabilitas Sensorik Rungu 3: POS

: Disabilitas Sensorik Netra Kolom Keterangan (13) :
B : Pemilih baru

11 : Alamat KTP-el sesuai
12 : Alamat KTP-el berbeda

AU DW=

Hal ... dari ...

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL

/~ KOMISI PEMILIHAN UMUM

oy { Biro Perundang-Undangan,

£

3 ”~ T
/gm :'“fKEP
% AL gl |
¢ R

jdih.kpu.go.id

Ditetapkan di ...................
Tanggal, ............ e s et
PANITIA PEMILIHAN
LUAR NEGERI
Ketua

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
ttd.

HASYIM ASY’ARI




LAMPIRAN IX

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

MODEL A-Tanda Bukti Terdaftar LN

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH LUAR NEGERI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Nomor Induk Kependudukan PP PSPPI
No Paspor L ettt ettt ettt eaaaas
Nama Lengkap PP PSPPIt
Alamat Lengkap PSPPI

Telah terdaftar dalam Daftar Pem111h

1. TPSLN/KSK/POS PP PP RPN
2. PPLN e
3. Perwakilan RI e
4. NEZATA e
Pemutakhiran telah dilakukan pada tanggal @ .........cooiiiiiiiiiii e

dengan cara:
0 mendatangi Pemilih;
o menghubungi Pemilih melalui telepon, media sosial atau call center;
0 mengirim surat kepada Pemilih melalui pos;
0 mengirim surat elektronik (email) kepada Pemilih;
o memanfaatkan kegiatan masyarakat di Kantor Perwakilan Republik Indonesia atau tempat
lain;
o menindaklanjuti masukan atau tanggapan masyarakat melalui telepon, media sosial atau
call center atau laman resmi; atau
o dengan cara lain sesuai dengan ketentuan yang dapat dipertanggungjawabkan
Pemilih Pantarlih LN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL
7/~ KOMISI PEMILIHAN UMUM ttd.
fs / ﬁKtpala\BI\ro Perundang-Undangan,
‘(.

W 0 W HASYIM ASY’ARI

jdih.kpu.go.id



LAMPIRAN X

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

MODEL A-Laporan Hasil Coklit LN

LAPORAN HASIL PEMUTAKHIRAN LUAR NEGERI
PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

NEGARA e NO TPSLN/KSK/POS e
PERWAKILANRI ..., NAMA PANTARLIHLN :...............
PPLN L et anas NIK PANTARLIH LN e
NO HP e
No Kegiatan Coklit L P L+P
1 2 3 4 5

I

Jumlah Data Pemilih diterima (A-Daftar Pemilih LN)

II

Jumlah Pemilih baru (A-Daftar Potensial Pemilih LN)

III

Pemilih yang Tidak Memenuhi L
Syarat

P L+P

1. Pemilih meninggal

2. Pemilih ganda

. Pemilih dibawah umur

. Pemilih pindah domisili

. Pemilih tidak dikenal

. Pemilih yang berstatus TNI

. Pemilih yang berstatus POLRI

ol N O g b~ W

. Pemilih salah penempatan TPS

v

Jumlah Pemilih Hasil Pemutakhiran (I+II)-III

Jumlah Data Pemilih diperbaiki

Jumlah Data Pemilih Disabilitas L

P L+P

1. Disabilitas Fisik

2. Disabilitas Intelektual

3. Disabilitas Mental

jdih.kpu.go.id




4. Disabilitas Sensorik Wicara

5. Disabilitas Sensorik Rungu

6. Disabilitas Sensorik Netra

Pemilih KTP Elektronik dan Calon Pemilih

1. Jumlah Pemilih KTP-el ( Model A-Daftar
Pemilih LN dan Model A-Daftar Potensial Pemilih
LN)

2. Jumlah Pemilih yang belum ber-KTP-el

3. Jumlah Potensial Pemilih

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
ETARIAT JENDERAL

HASYIM ASY’ARI

jdih.kpu.go.id



LAMPIRAN XI

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

MODEL A-Daftar Perubahan Pemilih

PEMILIHAN UMUM

DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH UNTUK DPS/DPSHP/DPT/DPS PPWP PutKedua/DPT PPWP PutKedua *)

TAHUN 2024
PROVINSI s
Kecamatan ...
KABUPATEN/K .o,
OTA Kelurahan/ ...,
Desa
TPS s
No No KK NIK Nama | Tempat | Tanggal Status Jenis Alamat Disabili Status Ketera
Lahir Lahir Perkawinan | Kelamin tas Kepemilikan | ngan
B/S/P L/P KTP-el
S/B
Jalan/Dukuh | Rt | Rw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10| 11 12 13 14
1
2
3
4
5
6
7
8

jdih.kpu.go.id




9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Hal ...dari....
Keborongon Status Kolom disabiites (12) Kolom Keterangan Status <010 Keterangan (14) pitetaplan di e Tangeal
perkawinan (7) : 1: Disabilitas Fisik Kepemilikan KTP-el (13): U : Ubah elemen d: Panitia Pemungutan Suara
B : Belum Kawin 2: D%sab?]%tas Intelektual S : Sudah memﬂ1k1 KTP-el . Meninggal ‘ Ketua
S: Sudah Kawin  3: Disabilitas Mental _ B: Belum memiliki KTP-el 5. .4, 6 : TNI
P Pernah Kawiti 4 D%sabl.]%tas Senson.k Wicara B S T 7 : Polri
S: D%sabl.]%tas Sensorj'k Rungu 4 - Pindah domisili 8 : Salah penempatan
6: Disabilitas Sensorik Netra s . Tidak dikenal TPS : )
Catatan: *) Ditulis sesuai tahapan
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
Salinan sesuail dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
/ /_QMISI PEMILIHAN UMUM ttd.
[ Ktp ' B1\ro Perundang-Undangan,

HASYIM ASY’ARI

jdih.kpu.go.id



LAMPIRAN XII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

MODEL A-Rekap PPS Perubahan Pemilih

REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH UNTUK DPS/DPSHP/DPS/DPS PPWP PutKedua *)

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

OLEH PPS
PROVINSI .. KECAMATAN e,
) KELURAHAN/
KABUPATEN/KOTA : ............... DESA e
» . - PTeirg:f{h Perbaikan Pemilih .
No. Nomor TPS Pemilih Aktif Pemilih Baru . Data Potensial Non Potensial DPTb Keterangan
Memenuhi o
Pemilih KTP-el
Syarat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

jdih.kpu.go.id




15

TOTAL
Hal .... dari ....
Disahkan dalam rapat pleno PPS di ........................ Tanggal ..............
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
Nama Tanda Tangan
1. Ketua e e
2. Anggota L e
3. Anggota e e

Catatan: *) Ditulis sesuai tahapan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
/ /_QMISI PEMILIHAN UMUM
& -Ktp ) Bl\ro Perundang-Undangan,
HEw
%é
pass

ttd.

HASYIM ASY’ARI

jdih.kpu.go.id



LAMPIRAN XIII

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

BA REKAPITULASI HASIL PEMUTAKHIRAN DI TINGKAT PPS

REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN
TINGKAT KELURAHAN/DESA ........
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga
bertempat di telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kelurahan/Desa
untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

...............

Dalam Rapat tersebut, PPS menetapkan Rekapitulasi Daftar
Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran Kelurahan/Desa dengan rincian
sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran

REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN

KELURAHAN/DESA ...............
JUMLAH | PEMILIH | PEMILIH PEMILIH | PERBAIKAN | PEMILIH | POTENSIAL
TPS AKTIF BARU TIDAK DATA POTENSIAL DPTD
MEMENUHI | PEMILIH NON KTP-
SYARAT el

jdih.kpu.go.id




d Dst.
Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran tersebut selanjutnya
ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kelurahan/Desa ...........
sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di e,
Pada Tanggal : ..... .... .....
PPS ..ccivviiiiricinncnnnens
1. KETUA )
2 ANGGOTA 2 e
G P ANGGOTA 3 ...,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL ttd.

//,DMISI PEMILIHAN UMUM
«Kepal' Bi\ro Perundang-Undangan,

HASYIM ASY’ARI

jdih.kpu.go.id



LAMPIRAN XIV

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPS
TINGKAT KELURAHAN/DESA ........
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ......... tanggal ................. bulan .............. tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga

bertempat di

telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka

Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS Tingkat Kelurahan/Desa ............ untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024.
Dalam Rapat tersebut, PPS ......................... menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih

Hasil Perbaikan DPS Kelurahan/Desa .................... dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPS DI KELURAHAN/DESA

JUMLAH | PEMILIH | PEMILIH PEMILIH | PERBAIKAN | PEMILIH

TPS AKTIF BARU TIDAK DATA POTENSIAL
MEMENUHI | PEMILIH NON KTP-
SYARAT el

POTENSIAL
DPTD

jdih.kpu.go.id




Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS tersebut selanjutnya ditetapkan
secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kelurahan/Desa ...........
sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di PPN
Pada Tanggal : ..... .... .....
PPS ..coiiiiiiiniicnccnnnes
1. KETUA ) P
e ANGGOTA 2
G ANGGOTA 3 .o,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
Salinan sesuai dengan aslinya ttd.
SEKRETARIAT JENDERAL
/ ~ KOMISIPEMILIHAN UMUM
«Ktp ) Bi\ro Perundang-Undangan, HASYIM ASY’ARI

jdih.kpu.go.id



LAMPIRAN XV

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPSHP
TINGKAT KELURAHAN/DESA ........
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ......... tanggal ................. bulan .............. tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga
bertempat di .................... , PPS ... telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP Tingkat Kelurahan/Desa ............ untuk

Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, PPS ................ooeel. menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih
Hasil Perbaikan DPSHP di Kelurahan/Desa .................... dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPSHP DI KELURAHAN/DESA
JUMLAH | PEMILIH | PEMILIH PEMILIH TIDAK | PERBAIKAN PEMILIH POTENSIAL
TPS AKTIF BARU MEMENUHI DATA POTENSIAL DPTb
SYARAT PEMILIH NON KTP-el

jdih.kpu.go.id



Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP tersebut selanjutnya ditetapkan
secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kelurahan/Desa ...........
sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di e
Pada Tanggal : ..... .... .....
PPS ...ceiviiiinninnnnens
1. KETUA |
2 ANGGOTA 2
S ANGGOTA 3 .,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
ttd.
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
/K ~ KOMISLPEMILIHAN UMUM HASYIM ASY’ARI

B1\ro Perundang-Undangan,

S y

Ve / Kep
Z *g-;-__ g ¥

jdih.kpu.go.id



LAMPIRAN XVI

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

MODEL A-Tanggapan

FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN
MASYARAKAT TERHADAP DPS/DPSHP *¥)

PPS/PPK/KPU Kabupaten/Kota ........cccccevvviiiiiinnnnnnnn. pada hari........ tanggal ....... bulan
............. tahun ......... tanggapan dan masukan terhadap DPS/DPSHP dari:

NIK:

Nama:

Alamat:

Materi/alasan memberikan tanggapan/masukan karena:
1. Kesalahan data pemilih

2. Pemilih Baru

3. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat

Materi tanggapan dan masukan adalah sebagai berikut:

Nama Pemilih

No. KK

NIK/Identitas Lain

Tempat/Tanggal Lahir

Umur

Status Perkawinan
(B/S/P)

Jenis Kelamin

Alamat

Jalan/Dukuh

jdih.kpu.go.id



RT/RW

No. TPS

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk
digunakan sebagai bukti perbaikan DPS/DPSHP Pemilu Tahun 2024.

PPS/PPK/KPU Kabupaten/Kota Pemberi Masukan/Tanggapan

Catatan: * Ditulis sesuai tahapan

* Wajib melampirkan bukti identitas Kependudukan atau surat keterangan
lainnya dari Pemerintah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Salinan sesuai dengan aslinya ttd.
SEKRETARIAT JENDERAL
/7 KOMISE PEMILIHAN UMUM
s / «Ktpal' Byro Perundang-Undangan, HASYIM ASY’ARI
S

—‘1_".' J.<|

jdih.kpu.go.id



LAMPIRAN XVII

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

MODEL A-Surat Pindah Memilih

SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DALAM NEGERI)
PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

No Kartu e
Keluarga
Nomor Induk e,
Kependudukan
Nama Lengkap  © .oooocviviviiiniiininienenen.
Alamat KTP-el
Kelurahan/D : ...ococviiiiiiiiiiiiieene. Kabupaten/Kota : ....cccocviviiiiiiiiinininnnn.
esa
Kecamatan e Provinsi

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1 TPS PPN S5 Kabupaten/Kota : ...l
2 Kelurahan/D : ..., 6 Provinsi = I e
esa

3 Kecamatan e,

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk
memilih /memberikan suara di :

Dalam Negeri *) | Luar Negeri *)

1| TPS 1| TPSLN

2| Kelurahan/ 2| PPLN N
Desa

3| Kecamatan 3| Negara s

4 | Kabupaten/ | 4| Perwakilan RI PP

jdih.kpu.go.id



Kota
5| Provinsi

Jenis surat suara yang dapat
digunakan untuk memilih **)

1. Anggota DPR

2. Anggota DPD

3. Pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden

4. Anggota DPRD Provinsi

5. Anggota DPRD Kabupaten/Kota

PPS/PPK/KPU Kabupaten/Kota ***)

*) Coret satu kolom yang tidak
perlu
**) Pilih sesuai dengan ketentuan
hak pilih

***) Tulis sesuai tingkatan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL )
//,DMISI PEMILIHAN UMUM HASYIM ASY’ARI

«Ktpal Byro Perundang-Undangan,

jdih.kpu.go.id



PROVINSI

KABUPATEN
/KOTA

.............................

LAMPIRAN XVIII

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

MODEL A-Daftar Pemilih Pindahan

DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

Kecamatan

Kelurahan/Desa

TPS

No

No KK

NIK

Nama

Alamat Asal HAK SUARA YANG

DAPAT DIGUNAKAN

Keterang
an

Jalan/Dukuh Rt | Rw | DPR | DPD | PRESIDEN | DPRD
DAN I
WAKIL

PRESIDEN

9 10 11 12 9 10 11

12 13

QU | W N R~

jdih.kpu.go.id




oo

10

Keterangan Status
perkawinan :

B : Belum Kawin
S : Sudah Kawin
P : Pernah Kawin

Catatan:*) Ditulis sesuai
tingkatan

Hal ... dari ...

Keterangan disabilitas :

U1, WN =

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL
/ /QMISI PEMILIHAN UMUM
: BI\I'O Perundang-Undangan,

/9 / «K“cp
E1 1

: Disabilitas Fisik

: Disabilitas Intelektual

: Disabilitas Mental

: Disabilitas Sensorik Wicara
: Disabilitas Sensorik Rungu
: Disabilitas Sensorik Netra

jdih.kpu.go.id

Ditetapkan di ................... ,

Tanggal, ...ccccvvevey cvvviiiiiiieinaeens

PPS/PPK/ KPU Kota/ Kabupaten *)
Ketua

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY’ARI




LAMPIRAN XIX

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

MODEL A-Rekap PPK Perubahan Pemilih

REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH UNTUK DPS/DPSHP/DPS/DPS PPWP PutKedua *)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

OLEH PPK
PROVINSI e KECAMATAN e,
KABUPATEN/KOTA e
No. Nama Jumlah TPS Pemilih Pemilih | Pemilih Tidak Perbaikan Pemilih Potensial Keterangan
Kel/Desa Aktif Baru Memenuhi Data Pemilih Potensial DPTb
Syarat Non KTP-el
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

jdih.kpu.go.id




12

13

14

15

16

17

TOTAL

Disahkan dalam rapat pleno PPK di
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota

Catatan: *) Ditulis sesuai
tahapan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
/ ~ KOMISI PEMILIHAN UMUM
& / ‘Ktp ) BI\I'O Perundang-Undangan,

Hal ... dari

jdih.kpu.go.id

............
............

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY’ARI




LAMPIRAN XX

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN
TINGKAT KECAMATAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga
bertempat di telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan
untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, PPK .........................
Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan
berikut:

menetapkan Rekapitulasi Daftar
dengan rincian sebagai

1. Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran

REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KECAMATAN

JUMLAH | JUMLAH | PEMILIH | PEMILIH PEMILIH PERBAIK | PEMILIH POTENS
DESA/ TPS AKTIF BARU TIDAK AN DATA | POTENSIAL IAL
KEL MEMENUHI | PEMILIH | NON KTP-el DPTD
SYARAT

2. Menerima masukan data dari:

Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran tersebut selanjutnya
ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kecamatan ...........
sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

jdih.kpu.go.id



Dibuat di e,

Pada Tanggal : ..... .... .....
PPK ...ccceveveeennnnnne.
Lo KETUA | TN
2 ANGGOTA 2
TP PPPPIN ANGGOTA 3 ...

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
ttd.

HASYIM ASY’ARI
Salinan sesuai dengan aslinya
_SEKRETARIAT JENDERAL
,/MISI?PEMILIHAN UMUM
[y Kep \":Bi\-ro Perundang-Undangan,

jdih.kpu.go.id



LAMPIRAN XXI

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPS
TINGKAT KECAMATAN ........
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga
bertempat di telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS Tingkat Kecamatan untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, PPK ..............c.cooeeee.
Hasil Perbaikan DPS Kecamatan

menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih
dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPS KECAMATAN ...............

JUMLAH JUMLAH PEMILIH | PEMILIH PEMILIH PERBAIKAN PEMILIH POTENSIAL
KEL/DESA TPS AKTIF BARU TIDAK DATA POTENSIAL DPTb
MEMENUHI PEMILIH NON KTP-
SYARAT el

Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS tersebut selanjutnya ditetapkan

secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kecamatan

terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

jdih.kpu.go.id

sebagaimana



Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di PP
Pada Tanggal : ..... .... .....
PPK ..cccooveeienennnnnnnes
Lo KETUA | ORI
2 ANGGOTA 2
3 ANGGOTA 3 ...

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
ttd.

: - . HASYIM ASY’ARI
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL
7~ KOMISIPEMILIHAN UMUM

 Biro Perundang-Undangan,

R % \
gL 4 |
AR T |
A, E =
1~

jdih.kpu.go.id



LAMPIRAN XXII

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPSHP
TINGKAT KECAMATAN ........
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ......... tanggal ................. bulan .............. tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga
bertempat di telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka

Rekapitulasi Daftar Pem111h Hasil Perbaikan DPSHP Tingkat Kecamatan ............ untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, PPK ......................... menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih
Hasil Perbaikan DPSHP di Kecamatan .................... dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPSHP DI KECAMATAN ...ccccceeeeeee

JUMLAH JUMLAH PEMILIH | PEMILIH PEMILIH PERBAIKAN PEMILIH POTENSIAL
KEL/DESA TPS AKTIF BARU TIDAK DATA POTENSIAL DPTb
MEMENUHI PEMILIH NON KTP-
SYARAT el

Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP tersebut selanjutnya ditetapkan

secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kecamatan

terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

jdih.kpu.go.id

sebagaimana



Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di e
Pada Tanggal : ..... .... .....
PPK ...ccoviiviiccnnnccnnns
1. KETUA ) P
e ANGGOTA 2
S ANGGOTA 3 ...,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
ttd.
Salinan sesuai dengan aslinya HASYIM ASY’ARI

SEKRETARIAT JENDERAL
/7~ KOMISIPEMILIHAN UMUM
/ ; 4K“ep 'B1\rc> Perundang-Undangan,

jdih.kpu.go.id



LAMPIRAN XXIII

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

MODEL A-Surat Pindah Memilih

SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DALAM NEGERI)
PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

No Kartu D e

Keluarga

Nomor Induk L s

Kependudukan

Nama Lengkap @ .oooiiiiiiiiiiiiiiiennns

Alamat KTP-el
Kelurahan/ L e Kabupaten/Kota : .....cooiiiiiiiiiiiiinen.
Desa
Kecamatan L e Provinsi L ettt

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1 TPS L e, 5 Kabupaten/Kota : .....ccoiiiiiiiiiiinienenes

2 Kelurahan/ L e, 6 Provinsi L et
Desa

3 Kecamatan L e

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk
memilih /memberikan suara di :

Dalam Negeri Luar Negeri ¥)

%)

1| TPS 1 | TPSLN e

2| Kelurahan/ | 2 | PPLN e
Desa

3| Kecamatan | 3 | Negara e

4 | Kabupaten/ | 4 | Perwakilan RI e
Kota

5| Provinsi e

Jenis surat suara yang dapat
digunakan untuk memilih **)

1. Anggota DPR

2. Anggota DPD

3. Pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden

jdih.kpu.go.id



4. Anggota DPRD Provinsi
5. Anggota DPRD Kabupaten/Kota

PPS/PPK/KPU Kabupaten/Kota **¥)

...............................................................

Catatan: (

*) Coret satu kolom yang tidak
perlu

**) Pilih sesuai dengan ketentuan
hak pilih
***) Ditulis sesuai tingkatan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya HASYIM ASY’ARI
SEKRETARIAT JENDERAL

/ 'KOMISE PEMILIHAN UMUM
& / Ktpal' B1\ro Perundang-Undangan,
- 1 |

|
1
3

jdih.kpu.go.id



REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH UNTUK DPS/DPSHP/DPT/DPT PPWP PutKedua *)

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

MODEL A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

PROVINSI e,
KABUPATEN/KOTA i,
No. Nama Jumlah Jumlah | Pemilih | Pemilih | Pemilih Tidak Perbaikan Pemilih Potensial | Keterangan
Kec Kel/Desa TPS Aktif Baru Memenuhi Data Pemilih | Potensial Non DPTb
Syarat KTP-el
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

jdih.kpu.go.id




12
13
14
15
TOTAL
Hal ... dari ...
Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota di ........................ Tanggal ..............
KPU KABUPATEN/KOTA
Nama Tanda Tangan
1. Ketua o
2. Anggota Lo e
3. Anggota L.
4. Anggota Lo e
5. Anggota Lo
Catatan: *) Ditulis sesuai tahapan
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
Salinan sesuai dengan aslinya ttd

SEKRE’I‘ARIAT JENDERAL
/ ~ KOMISI PEMILIHAN UMUM
: —K“ep ' Bl\I'O Perundang-Undangan,
5/ RV HASYIM ASY’ARI
ol BE

jdih.kpu.go.id




LAMPIRAN XXV

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

MODEL A-KabKo Daftar Pemilih

DPS/DPSHP/DPT/DPS PPWP PutKedua/DPT PPWP PutKedua ¥)

PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024
PROVINSI Kecamatan :................e
KABUPATEN/KOTA e, Kelurahan/Desa : .....c.cocoeveieenn.n.
TPS i,
No Nama Jenis Usia Alamat Keterangan
Kelamin
L/P Jalan/Dukuh Rt | Rw
1 2 3 4 S 6| 7 8
1
2
3
4
5
6
7
8

jdih.kpu.go.id



9

10

11

12

13

14

15

16

Kolom Keterangan (8) : Hal .. dari
B : Pemiih baru 6 : TNI al ... dar1....

: Ubah elemen data 7 : Polri

+ Meninggal 8 : Salah penempatan TPS Ditetapkan di .......c.coovviiiiiiiiinninnnn.. ,

+ Ganda Tanggal, ...ccccvviity ciiiiiiiy e

PD.ibSW}? 2 Umuf KPU Kabupaten / Kota ........................
: Pindah domisili Ketua

: Tidak dikenal

abrwnNn~d

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
/ /_QMISI PEMILIHAN UMUM ttd
g / +Ktp : B1\ro Perundang-Undangan, '
vy

HASYIM ASY’ARI

(..

jdih.kpu.go.id



LAMPIRAN XXVI

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

MODEL A-Rekap KabKo

REKAPITULASI DPS/DPSHP/DPT/DPS PPWP PutKedua/DPT PPWP PutKedua ¥)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

PROVINSI P

KABUPATEN/KOTA P

No. Nama Kecamatan Jumlah Kel/Desa Jumlah TPS Jumlah Pemilih Keterangan
L P L+P

OO |IN|O U~ WIN|-

jdih.kpu.go.id




13
14
15
TOTAL
Hal ... dari ...
Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota di.................... Tanggal ........
KPU KABUPATEN/KOTA
Nama Tanda Tangan
1. Ketuva 0
2. Anggota = o
3. Anggota o L
4. Anggota = Lo e
5. Anggota = Lo
Catatan: *) Ditulis sesuai
tahapan
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
/ /QMISI PEMILIHAN UMUM ttd.

BI\I'O Perundang-Undangan,

HASYIM ASY’ARI

\._

‘ / fKEP
£ ‘

jdih.kpu.go.id




LAMPIRAN XXVII

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
TINGKAT KABUPATEN/KOTA ........
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ......... tanggal ................. bulan .............. tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga
bertempat di .................... , KPU Kabupaten/Kota ............... telah melaksanakan Rapat
Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten/Kota
............ untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, KPU Kabupaten/Kota ............ccceeenen... menetapkan
Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai
berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN/KOTA ...............

JUMLAH JUMLAH JUMLAH LAKI-LAKI | PEREMPUAN JUMLAH
KEC KELURAHAN/ TPS
DESA

jdih.kpu.go.id



2. Menerima masukan data dari:

Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci
dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana terlampir yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan Berita Acara ini rekapitulasi ditetapkan dengan Keputusan KPU

Kabupaten/Kota.
Dibuat di e
Pada Tanggal : ..... .... .....
KPU Kabupaten/Kota ......cccccevuvenennenns
Lo KETUA |
2 e ANGGOTA 2,
B ANGGOTA 3 ..
A e ANGGOTA G,
S ANGGOTA 5.,

, . ; KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
Salinan sesual dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

/7~ KOMIS PEMILIHAN UMUM o
[ / ‘K“epal' B‘[\I‘O Perundang-Undangan, ‘
tf‘.. A

/] st

'.
W
iy

eI HASYIM ASY’ARI

jdih.kpu.go.id



LAMPIRAN XXVIII

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

KPU KABUPATEN/KOTA .............

BERITA ACARA

REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
TINGKAT KABUPATEN/KOTA ........
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ......... tanggal ................. bulan .............. tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga
bertempat di .................... , KPU Kabupaten/Kota ............... telah melaksanakan Rapat
Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat
Kabupaten/Kota ............ untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, KPU Kabupaten/Kota ............cccooenen.e. menetapkan
Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten/Kota dengan
rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)
REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

KABUPATEN/KOTA ...............
JUMLAH JUMLAH JUMLAH LAKI- PEREMPUAN | JUMLAH
KEC KELURAHAN/DESA TPS LAKI

jdih.kpu.go.id



2. Menerima masukan data dari:

Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut selanjutnya ditetapkan
secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana
terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan Berita Acara ini rekapitulasi ditetapkan dengan Keputusan KPU

Kabupaten/Kota.
Dibuat di P
Pada Tanggal : ..... .... .....
KPU Kabupaten/Kota ......cccccecuveeenenn..
Lo KETUA | DTN
2 e ANGGOTA 2
3 ANGGOTA 3 ...
G ANGGOTA e
S ANGGOTA S ...
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
Salinan sesuai dengan aslinya ttd.
SEKRETARIAT JENDERAL
/7~ KOMISI PEMILIHAN UMUM
fs & ‘Ktpal' B"I\ro Perundang-Undangan, HASYIM ASY’ARI
e
o fi.‘."“_:-.- . L,

jdih.kpu.go.id



LAMPIRAN XXIX

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
TINGKAT KABUPATEN/KOTA ........
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ......... tanggal ................. bulan .............. tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga
bertempat di ..................l , KPU Kabupaten/Kota ............... telah melaksanakan Rapat
Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten/Kota ............
untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, KPU Kabupaten/Kota ............cccoeenenne. menetapkan
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten/Kota .................... dengan rincian
sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN/KOTA ...............

JUMLAH JUMLAH JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
KEC KELURAHAN TPS
/DESA

jdih.kpu.go.id



2. Menerima masukan data dari:

d. Dst.
Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam
dokumen Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana terlampir yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan Berita Acara ini rekapitulasi ditetapkan dengan Keputusan KPU

Kabupaten/Kota.
Dibuat di e
Pada Tanggal : ..... .... .....
KPU Kabupaten/Kota .......ccccecuveuenenn..
Lo KETUA | DTN
2 e ANGGOTA 2
3 ANGGOTA 3 ...
G ANGGOTA e
S ANGGOTA S ...

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Salinan sesuail dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
/ 'KOMISEPEMILIHAN UMUM ttd.
y o «K“epal' B‘[\I‘O Perundang-Undangan,

HASYIM ASY’ARI

jdih.kpu.go.id



PROVINSI

KABUPATEN/KOTA

LAMPIRAN XXX

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

MODEL A-Rekap Pemilih Pindahan

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

e
©

Nama Kecamatan

Jumlah
Kel/Desa

Jumlah TPS

Jumlah Pemilih Tambahan

L

p L+P Keterangan

O00|N|OVUl|A|WIN|—

10

jdih.kpu.go.id




14

15

TOTAL

Hal ... dari ...

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota di
KPU KABUPATEN/KOTA

Ketua

Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

kL=

Salinan sesual dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
/ /_QMISI PEMILIHAN UMUM
Ve / ~Kep 'Bi\ro Perundang-Undangan,
(u txi,'-, o ,." I':
B %TA

jdih.kpu.go.id

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY’ARI




LAMPIRAN XXXI
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

MODEL A-Rekap Provinsi Perubahan Pemilih

REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH UNTUK DPS/DPSHP/DPT/DPT PPWP PutKedua *)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

OLEH KPU PROVINSI

PROVINSI e
No. Nama Jumlah | Jumlah Jumlah Pemilih | Pemilih Pemilih Perbaikan | Pemilih | Potensial | Keterangan
Kabupaten/Kota Kec Kel/Desa TPS Aktif Baru Tidak Data Potensial DPTb
Memenuhi Pemilih Non KTP-
Syarat el

[N YUy U (U g U

jdih.kpu.go.id




16

17

18

19

20

TOTAL

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi di ...........coceevennin..
Tanggal ..............
KPU PROVINSI

Nama Tanda
Tangan
1. Ketuva 0
2. Anggota L
3. Anggota = Lo ..
4. Anggota = o e
S. Anggota = Lo
6. Anggota **) . ..
7. Anggota **) .
Catatan *) Ditulis sesuai
: tahapan
**) Disesuaikan dengan Jumlah Anggota KPU
Provinsi
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
/,DMISI PEMILIHAN UMUM ttd.

& / Ktpal quo Perundang-Undangan,
f‘.1 |

HASYIM ASY’ARI

1
3

jdih.kpu.go.id




LAMPIRAN XXXII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

MODEL A-Rekap Provinsi

REKAPITULASI DPS/DPSHP/DPT /DPS PPWP PutKedua/DPT PPWP PutKedua ¥)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KPU PROVINSI

No.

Nama Kabupaten/Kota

Jumlah
Kec

Jumlah
Kel/Desa

Jumlah
TPS

Jumlah Pemilih

P

L+P

Keterangan

[ U U U [FURIN (U U U

jdih.kpu.go.id




18

19

TOTAL

Catatan:

*) Ditulis sesuai tahapan

Nk L=

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi di................

Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota **)
Anggota **)

**) Disesuaikan dengan Jumlah Anggota KPU

Provinsi

Salinan sesual dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL

/7~ KOMISI PEMILIHAN UMUM

/ / «K:epal Bi\ro Perundang-Undangan,
lﬁ- x '

S

»
Wy
oy

™\ i 13

Tanggal
KPU PROVINSI

jdih.kpu.go.id

Tanda Tangan

............
............
............

............

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY’ARI




LAMPIRAN XXXIII

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
TINGKAT PROVINSI .....cccoiiiiiiianene.
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ......... tanggal ................. bulan .............. tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga
bertempat di ...........cenennin. , KPU Provinsi ......... telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi ............ untuk Pemilihan

Umum Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, KPU Provinsi ......... menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih
Sementara (DPS) Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PROVINSI .....cccccececuveeneeee

JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN | JUMLAH
KAB/KOTA KEC KELURAHAN TPS
/DESA

2. Menerima masukan data dari:

jdih.kpu.go.id




d. dst.
Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci
dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Provinsi sebagaimana terlampir yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di PPN
Pada Tanggal : .......cc.cceeenennt.
KPU Provinsi ...............
Lo e KETUA | PR
2 ANGGOTA 2
3 ANGGOTA 3 ...
A ANGGOTA G,
S ANGGOTA S ..
0.%) e ANGGOTA B
) e ANGGOTA 7 cveviiiiiiininnne,

Catatan: *) disesuaikan dengan Provinsi masing-masing

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Salinan sesual dengan aslinya ttd.
SEKRETARIAT JENDERAL
/7 KOMISI PEMILIHAN UMUM
£ \L/ —K“cpal' B‘[\I‘O Perundang-Undangan, HASYIM ASY’ARI
Wi glies \
SNy B

jdih.kpu.go.id



LAMPIRAN XXXIV

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

KPU PROVINSI .........

BERITA ACARA

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
TINGKAT PROVINSI ...,

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ......... tanggal ................. bulan .............. tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga
bertempat di ...........ceen.n. , KPU Provinsi ......... telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi ............ untuk Pemilihan Umum
Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, KPU Provinsi ......... menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih
Tetap (DPT) Provinsi .........ccceu.eee. dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PROVINSI .....ccccccectiueenenee
JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH LAKI-LAKI | PEREMPU JUMLAH
KAB/KOTA KEC KELURAHAN/ TPS AN
DESA

2. Menerima masukan data dari:

jdih.kpu.go.id




c. Dst.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam
dokumen Rekapitulasi tingkat Provinsi sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di e
Pada Tanggal : .......ccoovvvnnnn.
KPU Provinsi .......cc.cce.eet
L. e KETUA |
2 ANGGOTA 2
T PP PPR ANGGOTA 3 ..
A ANGGOTA P
S ANGGOTA S ..
0.%) e ANGGOTA O,
) ANGGOTA 7 cveviiiiinninnne,

Catatan: *) disesuaikan dengan Provinsi masing-masing

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
/ ,DMISI PEMILIHAN UMUM ttd.
s «Ktpal' B1\ro Perundang-Undangan,

HASYIM ASY’ARI

jdih.kpu.go.id



LAMPIRAN XXXV

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

MODEL A-Daftar Perubahan Pemilih PPLN

DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH UNTUK DPSLN/DPSHPLN/DPTLN/DPTLN PPWP PutKedua *)
PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024
NEGARA PPLN @ i,
PERWAKILAN RI ..
NO NKK NIK Nomor Nama Tempat | Tanggal | Status Jenis Alamat Jenis Status Metode | Keteran
Paspor/ | Lengkap Lahir Lahir Perkawi | Kelamin Disabili | Kepemilik | Pemungu gan
Nomor nan L/P tas an KTP-el | tan Suara
SPLP B/S/P S/B
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1
2
3
4
5
6
7
8

jdih.kpu.go.id




9
10
11
12
13
Keterangan Kolom disabilitas (11): Kolom Keterangan  Kolom Keterangan (14) Diteapkan........... , Tanggal ....,.......... yeeneenenans
Statts 1: Disabilitas Fisik Metode Pemungutan : PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI
perkawinan (8) : 2: Disabilitas Intelektual Suara (13) : B : Pemilih baru Ketua
B : Belum Kawin 3: Disabilitas Mental 1 : TPSLN U : Ubah elemen data
S : Sudah Kawin 4: Disabilitas Sensorik Wicara 2 : KSK 1 : Meninggal
P : Pernah Kawin 5: Disabilitas Sensorik Rungu 3 : POS 2 : Ganda
6: Disabilitas Sensorik Netra 3 : Dibawah Umur
4 : Pindah domisili
Kolom Keterangan Status 5 : Tidak dikenal (c e )
Kepemilikan KTP-el (12): 6 - TNI
S : Sudah memiliki KTP-el ~ ) Polri
B : Belum memiliki KTP-el 8 - Salah

Catatan: *) Ditulis sesuai
tahapan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
/ 'KOMISE PEMILIHAN UMUM
K;epal' quo Perundang-Undangan,

penempatan TPS

Hal ..

. dari ...

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY’ARI

jdih.kpu.go.id



LAMPIRAN XXXVI

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

MODEL A-Rekap Perubahan
Pemilih PPLN

REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH
UNTUK DPSLN/DPSHPLN/DPTLN/DPSLN PPWP PutKedua *)
PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

NO NOMOR TPSLN/POS/KSK JUMLAH PEMILIH KETERANGAN

L P L+P

TPSLN

goooxlom#-oow»—.;a._.

TOTAL

KSK

gxoooxlcncn-hoowp—-w

TOTAL

jdih.kpu.go.id




C POS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL
Disahkan dalam rapat pleno PPLN di................. Tanggal..............
PPLN ...

Nama Tanda

Tangan

1. Ketua o L

2. Anggota o L

3. Anggota = ...

4. Anggota = ..o ..

5. Anggota = ... .

6. Anggota **) ... .

7. Anggota **) ...

Catatan :

*) Ditulis sesuai tahapan
**) Disesuaikan dengan Jumlah Anggota
PPLN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
/- KOMISI PEMILIHAN UMUM
[ Kepald B‘[\I‘O Perundang-Undangan,

ttd.

HASYIM ASY’ARI

jdih.kpu.go.id



LAMPIRAN XXXVII

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

MODEL A-Rekap Perubahan Pemilih Seluruh PPLN

REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH UNTUK DPSLN/DPSHPLN/DPTLN/DPSLN PPWP PutKedua ¥)

PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

SELURUH PPLN

NO PANITIA JUMLAH PEMILIH METODE PEMILIHAN KETERANGAN
PEMILIHAN LUAR JUMLAH JUMLAH JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH PEMILIH
NEGERI P L+P PEMILIH TPSLN PEMILIH KSK POS
TPSLN KSK

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

jdih.kpu.go.id




14

15

16

17

JUMLAH

Catatan: *) Ditulis sesuai tahapan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL

/- KOMISI.PEMILIHAN UMUM

VA j/’::}ﬁepélk"'qi‘i\ro Perundang-Undangan,

/=
Y_
w
™

Hal

...dari ...

jdih.kpu.go.id

Ditetapkan di............ gesesssescnsane
A.n. Komisi Pemilihan Umum
Kelompok Kerja Pemilu Luar Negeri
Ketua,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY’ARI




NEGARA

PERWAKILAN RI

LAMPIRAN XXXVIII

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

MODEL A-Daftar Pemilih PPLN

DPSLN/DPSHPLN/DPTLN/DPSLN PPWP PutKedua/

DPTLN PPWP PutKedua LUAR NEGERI ¥)
PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

NO

Nama

Jenis
Kelamin
L/P

Alamat Keterangan

3

o0 o N o gl AW N =

—_
N

—_
w

—
N

—_
0]

—_
(@)

—
~

—_
(0]

jdih.kpu.go.id




19

20

Kolom Keterangan (6) :

: Dibawah Umur
: Pindah domisili
: Tidak dikenal

: Pemilih baru

: Ubah elemen data 6 : TNI
: Meninggal 7 : Polri
: Ganda 8 : Salah penempatan

TPS

Catatan: *) Ditulis sesuai
tahapan

Hal ...

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL

7K ~ KOMISI PEMILIHAN UMUM

£

g

¥
LJ

/ —Ktp

B1\ro Perundang-Undangan,

S
> I

PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI
Ketua

dari ...

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY’ARI

jdih.kpu.go.id




LAMPIRAN XXXIX

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

MODEL A-Rekap Pemilih PPLN

REKAPITULASI DPSLN/DPSHPLN/DPTLN/DPSLN PPWP PutKedua/
DPTLN PPWP PutKedua LUAR NEGERI %)
PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

NO NOMOR TPSLN/POS/KSK JUMLAH PEMILIH KETERANGAN

L P L+P

2 3 4 5 9

TPSLN

SGOO\IOM-POOMH}H

TOTAL

KSK

5\000\1@01-&-00[\)+—-w

TOTAL

jdih.kpu.go.id



POS

goooxloonow.-.o

TOTAL

Dlsahkan dalam rapat pleno PPLN

Catatan : *) Disesuaikan dengan Jumlah
Anggota PPLN
**) Disesuaikan dengan Jumlah
Anggota PPLN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL
/ 'KOMISEPEMILIHAN UMUM
-Kepal' Bi\ro Perundang-Undangan,

ttd.

HASYIM ASY’ARI

jdih.kpu.go.id



LAMPIRAN XL

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

MODEL A-Daftar Pemilih Pindahan LN

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN LUAR NEGERI
PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024
NEGARA PPLN .l
PERWAKILAN RI  :................ TPSLN/KSK/ :...........
POS
NO NKK NIK Nomor Nama | Temp | Tang | Jenis Status Alamat Jenis Status | Keteran
Paspor/No | Lengk at gal | Kelam | Perkawin Disabilitas | Kepemili gan
mor SPLP ap Lahir | Lahir | in L/P an kan
B/S/P KTP-el
S/B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1
2
3
4
5
6
7

jdih.kpu.go.id




8
9
10
11
12
13
14
15
Ditetapkan di ................... , Tanggal, ............ s eereeenes ,

Keterangan Status Kolom disabilitas (11): Kolom Keterangan PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI
perkawinan (9) : 1: Disabilitas Fisik (13) : et
B : Belum Kawin 2: Disabilitas Intelektual B : Pemilih baru ctua
S : Sudah Kawin 3: Disabilitas Mental U : Ubah elemen data
P : Pernah Kawin 4: Disabilitas Sensorik Wicara 1 : Meninggal 6 : TNI

S: Disabilitas Sensorik Rungu 2 : Ganda 7 - Polri
Kolom Keterangan Status 6: Disabilitas Sensorik Netra 3 : Dibawah Umur 8 : Salah (e e et )
Kepemilikan KTP-el (12): 4 : Pindah domisili penempatan TPS
S : Sudah memiliki KTP-el 5 : Tidak dikenal

B : Belum memiliki KTP-el

Hal ... dari ....
. 7 ; KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
/7 KOMISE PEMILIHAN UMUM o
£ & «Kepal' Blro Perundang-Undangan, :
_‘;K = 4 \
B0 Mk HASYIM ASY’ARI

jdih.kpu.go.id



LAMPIRAN XLI

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

MODEL A-PPLN Rekap Daftar
Pemilih Pindahan

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PINDAHAN LUAR NEGERI
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA

PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

z
o

NOMOR
TPS/POS/KSK

JUMLAH PEMILIH KETERANGAN

P

L+P

2

4

5 6

TPSLN

goooxlmm-hwanaH

TOTAL

KSK

gomﬂ@m-hoow»—w

TOTAL

jdih.kpu.go.id




POS

5@00\1@01-I>Ool\)p—0

TOTAL

Nama Tanda

Ketuva L
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

Anggota *)
Anggota *)

............

............

............

NouhkOb=

Catatan : *) Disesuaikan
dengan Jumlah Anggota
PPLN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SE@ETARIAT JENDERAL ’
//;j{QMIﬂ PEMILIHAN UMUM HASYIM ASY'ARI

/f/f ~Kepala Biro Perundang-Undangan,

.

W

jdih.kpu.go.id



LAMPIRAN XLII

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
TINGKAT PPLN ...cccooiiiiiiiiiinnnes
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ......... tanggal ................. bulan .............. tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga
bertempat di ...............el. , PPLN ..., telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat PPLN............ untuk Pemilihan Umum
Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, PPLN .................c........ menetapkan Rekapitulasi Daftar

Pemilih Sementara (DPS) PPLN dengan rincian sebagai berikut:
1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)
METODE JUMLAH

JUMLAH PEMILIH

PEMUNGUTAN
SUARA

TPSLN/KSK/
POS

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

L+P

TPSLN

KSK

POS

JUMLAH

2. Menerima masukan data dari:

jdih.kpu.go.id



d. Dst.

Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci
dalam dokumen Rekapitulasi tingkat PPLN sebagaimana terlampir yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di e
Pada Tanggal : .......cccoovvvnnnn.
PPLN ....cccevivvvinnninnnene.
1. KETUA |
2 ANGGOTA 2
B e ANGGOTA 3 ..o,
4. ANGGOTA s
S T PP ANGGOTA S ..,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
Salinan sesuai dengan aslinya ttd.
SEKRETARIAT JENDERAL
/7~ KOMISIPEMILIHAN UMUM
L - ‘Ktpal' Bi\ro Perundang-Undangan, HASYIM ASY’ARI
. f'.l“;- . 1.1

jdih.kpu.go.id



LAMPIRAN XLIII

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
TINGKAT PPLN ......coooiiiiiiiiiinai,
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ......... tanggal ................. bulan .............. tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga
bertempat di ...................L , PPLN ..., telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat PPLN............ untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, PPLN ................c....... menetapkan Rekapitulasi Hasil

Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) PPLN dengan rincian sebagai berikut:
1. Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
METODE JUMLAH JUMLAH PEMILIH

PEMUNGUT | TPSLN/KSK/ | LAKI-LAKI | PEREMPUAN L+P
AN SUARA POS

TPSLN | ciiieiieieenee | eveceecneens | sevecescncences
€ s
POS | crreviiiiiiiee | deeieiieieee | ereeeceeieene

JUMLAH

2. Menerima masukan data dari:

jdih.kpu.go.id



Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut selanjutnya ditetapkan
secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat PPLN sebagaimana terlampir yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di e
Pada Tanggal : .......ccoevvennnn.
PPLN ....cccovviinnnencnnncnns
1. KETUA ] PP
2 ANGGOTA 2,
B ANGGOTA 3 .iiiiiiiiiinnnen
A ANGGOTA P
S ANGGOTA S .,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL td.
/7~ KOMISI PEMILIHAN UMUM
[ / Ktpal' B1\ro Perundang-Undangan,
tﬁ \ : |

v
w
0y

HASYIM ASY’ARI

jdih.kpu.go.id



LAMPIRAN XLIV

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
TINGKAT PPLN ...c.cooiiiiiiiiiinnnes
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ......... tanggal ................. bulan .............. tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga
bertempat di .................... , PPLN . ..., telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat PPLN............ untuk Pemilihan Umum
Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, PPLN ........................ menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih

Tetap (DPT) PPLN dengan rincian sebagai berikut:
1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
METODE JUMLAH

JUMLAH PEMILIH

PEMUNGUTAN
SUARA

TPSLN/KSK/
POS

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

L+P

TPSLN

KSK

POS

JUMLAH

2. Menerima masukan data dari:

jdih.kpu.go.id




Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam
dokumen Rekapitulasi tingkat PPLN sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di e,
Pada Tanggal : .......cccocevenennt.
PPLN ....cccovviinnnencnnncnns
1. KETUA ] PP
PRSP ANGGOTA 2
3 ANGGOTA 3 .o,
4. ANGGOTA G
S, ANGGOTA S ...
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
Salinan sesuai dengan aslinya ttd

SEKRETARIAT JENDERAL
/7~ KOMISI PEMILIHAN UMUM
/- / K"epal' quo Perundang-Undangan,
: |

HASYIM ASY’ARI

\
L 1 Ba i
by Bt

™\ - F =

jdih.kpu.go.id



No KK
NIK

No Paspor
Nama

Alamat

Terdaftar dalam
Daftar Pemilih
Tetap

1 TPS

2 Kelurahan/
Desa*)

3 Kecamatan?)

4 Kabupaten/
Kota*)

LAMPIRAN XLV

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

MODEL A-Surat Pindah Memilih LN

SURAT PEMBERITAHUAN

(DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN LUAR NEGERI)

PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024
...................... S Provinsi?¥) e
...................... 6 Negara*) e
..................... 7 Perwakilan RI*) : ...

jdih.kpu.go.id



Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan
haknya untuk memilih /memberikan suara di :

Dalam Negeri *) Luar Negeri *)
1| TPS 1 | TPSLN
2 | Kel/Desa 2 | PPLN
3 | Kecamatan 3 | Negara
4 | Kab/Kota 4 | Perwakilan RI
5 | Provinsi
Catatan:

*) Isi yang di perlukan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRE’I‘ARIAT JENDERAL
/QMISI PEMILIHAN UMUM

& #K:ﬁp
,_;/
) )] .-
™ ?‘ r |'_"I,'

Bi\ro Perundang-Undangan,

jdih.kpu.go.id

Panitia Pemungutan
Suara/Panitia
Pemilihan Luar

Negeri

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY’ARI



LAMPIRAN XLVI

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

MODEL A-Rekap Nasional Perubahan Pemilih

REKAPITULASI NASIONAL PERUBAHAN PEMILIH UNTUK DPS/DPSHP/DPT/DPT PPWP PutKedua *)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM

No. Nama Jumlah |Jumlah | Jumlah Jumlah Pemilih Pemilih Pemilih | Perbaikan | Pemilih | Potensial | Keterangan
Provinsi | Kab/Kota Kec Kel/Desa TPS Aktif Baru Tidak Data Potensial | DPTb
Memenuhi | Pemilih Non
Syarat KTP-el

[N U (U Uy U (U

jdih.kpu.go.id




16

17

TOTAL

Disahkan dalam rapat pleno KPU di Jakarta, Tanggal

Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

Noah W=

Catatan: *) Ditulis sesuai
tahapan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL

7K ~ KOMISIPEMILIHAN UMUM

i / Ktp ) B1\ro Perundang-Undangan,

Ny
> ]

Hal ... dari ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Nama

Ketua .
ANGEOTA i

jdih.kpu.go.id

............
............

............

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY’ARI




PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM

LAMPIRAN XLVII

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

MODEL A-Rekap Nasional

REKAPITULASI DPS/DPSHP/DPT/DPS PPWP PutKedua/ DPT PPWP PutKedua *)

No. Nama Provinsi/Luar Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Pemilih Keterangan
Negeri Kab/Kota Kec Kel/Desa/ | TPS/TPSLN P L+P
PPLN /KSK/POS
1
2
3
4
S5
6
7
8
9
10
11
12
13

jdih.kpu.go.id




14

15

TOTAL

Hal ...

Disahkan dalam rapat pleno KPU di Jakarta, tanggal

Ketua

Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

Nk W=

Catatan: *) Ditulis
sesuai tahapan

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL
///QMISI PEMILIHAN UMUM
fK“ep ' BI\I'O Perundang-Undangan,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Nama

jdih.kpu.go.id

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY’ARI




LAMPIRAN XLVIII

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
BERITA ACARA

Nomor :

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI TINGKAT NASIONAL
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ............ tanggal ................ bulan ............... tahun dua ribu dua puluh tiga
bertempat di Jakarta, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah melaksanakan
Rapat Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Negeri dan Luar Negeri tingkat
Nasional untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menetapkan
Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Negeri dan Luar Negeri tingkat Nasional
dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) DALAM NEGERI

PROV KAB KEC | KEL/DESA TPS LAKI-LAKI | PEREMPUAN JUMLAH

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) LUAR NEGERI

JUMLAH METODE PEMILIHAN

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
PPLN TPS KSK POS

jdih.kpu.go.id




2. Menerima masukan data dari:

c. Dst.

Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Negeri dan Luar Negeri tingkat Nasional
tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat
Nasional sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara

ini.
Berdasarkan Berita Acara ini perubahan rekapitulasi ditetapkan dengan Keputusan
KPU.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1. HASYIM ASY’ARI (Ketua) oo
2. BETTY EPSILON IDROOS (Anggota)  .ieiiiiiiii
3. MOCHAMMAD AFIFUDIN (Anggota)  .ieiiiiiiie
4. PARSADAAN HARAHAP (Anggota)  .ieiiiiiiie
5.  YULIANTO SUDRAJAT (Anggota)  .iiiiiiiiiiee
6. IDHAM HOLIK (Anggota)  .oiiiiii
7. AUGUST MELLAZ (Anggota)  ..iiiiii

_ ) ) KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL
7~ KOMISEPEMILIHAN UMUM ttd.
//x/:/ f:}ﬁtpala;&'\ro Perundang-Undangan,
: ){ﬁi HASYIM ASY’ARI

jdih.kpu.go.id



LAMPIRAN XLIX

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

BERITA ACARA
Nomor :
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI TINGKAT NASIONAL
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ............ tanggal ................ bulan ............... tahun dua ribu dua puluh tiga
bertempat di Jakarta, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah melaksanakan
Rapat Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Negeri dan Luar Negeri tingkat
Nasional untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menetapkan
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Negeri dan Luar Negeri tingkat Nasional
dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM NEGERI

KEL
PROV KAB KEC / TPS LAKI-LAKI | PEREMPUAN JUMLAH

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) LUAR NEGERI

PN H S DI |
JUNT.APuU.yu.1iu




JUMLAH
PPLN

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

METODE PEMILIHAN

JUMLAH

TPS

KSK POS

oooooooooo

g. Dst.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Negeri dan Luar Negeri tingkat Nasional tersebut
selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Nasional
sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan Berita Acara ini perubahan rekapitulasi ditetapkan dengan Keputusan

KPU.

NO

1. HASYIM ASY’ARI

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal :

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NAMA

2. BETTY EPSILON IDROOS

3. MOCHAMMAD AFIFUDIN

4. PARSADAAN HARAHAP

5. YULIANTO SUDRAJAT

6. IDHAM HOLIK

JABATAN

(Ketua)

(Anggota)

(Anggota)

(Anggota)

(Anggota)

(Anggota)

jdih.kpu.go.id

TANDA TANGAN




7. AUGUST MELLAZ

Salinan sesuai dengan aslinya

/E_KRETARIAT JENDERAL
/  KOMISI PEMILIHAN UMUM
/ g MKZEP o

: B1\ro Perundang-Undangan,

jdih.kpu.go.id

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY’ARI



LAMPIRAN L

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

MODEL A-Tanggapan LN

FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN
MASYARAKAT TERHADAP DPS/DPSHP ¥)

PPLN ..o pada hari........ tanggal ....... bulan ............. tahun .........
tanggapan dan masukan terhadap DPS/DPSHP dari:

NIK:
Nama:

Alamat:

Materi/alasan memberikan tanggapan/masukan karena:

1. Kesalahan data pemilih

2. Pemilih Baru
3. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat

Materi tanggapan dan masukan adalah sebagai berikut:

Nama Pemilih

No. KK

NIK/Identitas Lain

Nomor Paspor/SPLP

Tempat/Tanggal Lahir

Umur

jdih.kpu.go.id



Status Perkawinan (B/S/P)

Jenis Kelamin

Alamat

TPSLN/KSK/Pos

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk
digunakan sebagai bukti perbaikan DPS/DPSHP Pemilu Tahun 2024.

............. yeerreereeieenenen.. Tahun ...l

PPLN Pemberi Masukan/Tanggapan

* Coret yang tidak perlu

* Wajib melampirkan bukti identitas Kependudukan atau surat keterangan lainnya
dari Pemerintah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
/ ,QMISI PEMILIHAN UMUM HASYIM ASY’ARI

l';.:. I B

‘/x/ «Kepal Bi\ro Perundang-Undangan,
¢ |

e vl 4
| Y &

jdih.kpu.go.id



LAMPIRAN LI

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA
TINGKAT KABUPATEN/KOTA ........

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ......... tanggal ................. bulan .............. tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga
bertempat di ..................l. , KPU Kabupaten/Kota ............... telah melaksanakan Rapat
Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden putaran kedua Tingkat Kabupaten/Kota ............ untuk Pemilihan Umum Tahun
2024.

Dalam Rapat tersebut, KPU Kabupaten/Kota ............ccceevnenne. menetapkan

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran
kedua Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILU PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA KABUPATEN/KOTA ...............
JUMLAH JUMLAH JUMLAH LAKI- PEREMPUAN | JUMLAH
KEC KELURAHAN/DESA TPS LAKI

jdih.kpu.go.id



2. Menerima masukan data dari:

Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua
tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat
Kabupaten/Kota sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Berita Acara ini.

Berdasarkan Berita Acara ini rekapitulasi ditetapkan dengan Keputusan KPU

Kabupaten/Kota.
Dibuat di e
Pada Tanggal : ..... .... .....
KPU Kabupaten/Kota ......cccccecuveuenenn..
1. KETUA ] PP
2 e ANGGOTA 2
B ANGGOTA 3 .o,
e ANGGOTA G
S T ANGGOTA S .iviiiiiinennn.
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
Salinan sesuail dengan aslinya ttd.
SEKRETARIAT JENDERAL
/7~ KOMISI PEMILIHAN UMUM
/ : «K‘ﬁpal' B"i\rO Perundang-Undangan, HASYIM ASY’ARI

jdih.kpu.go.id



LAMPIRAN LII

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA
TINGKAT PROVINSI .....cccoiiiiiiiianene.
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ......... tanggal ................. bulan .............. tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga
bertempat di ...........cceen.n. , KPU Provinsi ......... telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran
kedua Tingkat Provinsi ............ untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, KPU Provinsi ......... menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih
Sementara (DPS) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua Provinsi dengan rincian
sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILU PRESIDEN DAN

WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA PROVINSI ......ccccceveeneenee.
JUMLAH | JUMLAH JUMLAH JUMLAH | LAKI- PEREMPUA | JUMLAH
KAB/KOT KEC KELURAHAN/DE TPS LAKI N
A SA

2. Menerima masukan data dari:

jdih.kpu.go.id




d. Dst.

Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua
tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat
Provinsi sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara
ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di e,
Pada Tanggal : .......cccoevvnennnn.
KPU Provinsi .....c.c........
] R KETUA |
2 ANGGOTA e,
B ANGGOTA 3 .o,
Ao ANGGOTA Ao,
S ANGGOTA 5 ...,
0.%) ANGGOTA O,
T.F) ANGGOTA 7 ceviiiiiiniinnnnn.

Catatan: *) disesuaikan dengan Provinsi
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

masing-masing
Salinan sesual dengan aslinya ttd.
SEKRETARIAT JENDERAL
/ 'KOMISEPEMILIHAN UMUM
[ x/ —K“cpal' B‘[\I‘O Perundang-Undangan, HASYIM ASY’ARI
wl Hb % _
s tf«:‘l_-\__l‘ o1

jdih.kpu.go.id



LAMPIRAN LIII

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA
TINGKAT PPLN .....coooiiiiiiiiiinnai,

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ......... tanggal ................. bulan .............. tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga
bertempat di .................... , PPLN . ..., telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran
kedua Tingkat PPLN............ untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, PPLN menetapkan Rekapitulasi Daftar
Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua PPLN dengan
rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)

METODE
PEMUNGUTAN
SUARA

JUMLAH
TPSLN/KSK/
POS

JUMLAH PEMILIH

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

L+P

TPSLN

KSK

POS

JUMLAH

2. Menerima masukan data dari:

jdih.kpu.go.id




Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua
tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat PPLN
sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di N
Pada Tanggal : .......ccoevvennnn.
PPLN ..ccoveiiniieninninnnns
1. KETUA Toooi,
2. ANGGOTA 2
B ANGGOTA 3 ...
o ANGGOTA e
S ANGGOTA S ...,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
Salinan sesuai dengan aslinya ttd.
SEKRETARIAT JENDERAL
/iiQMISI PEMILIHAN UMUM
/?;L-_.', /Kepala Biro Perundang-Undangan, HASYIM ASY’ARI
L% ] c';

jdih.kpu.go.id



LAMPIRAN LIV

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

BERITA ACARA
Nomor :

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA
DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI TINGKAT NASIONAL
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ............ tanggal ................ bulan ............... tahun dua ribu dua puluh tiga
bertempat di Jakarta, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah melaksanakan
Rapat Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
putaran kedua Dalam Negeri dan Luar Negeri tingkat Nasional untuk Pemilihan Umum
Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menetapkan
Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran
kedua Dalam Negeri dan Luar Negeri tingkat Nasional dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL

KEL/
PROV | KAB KEC TPS LAKI-LAKI | PEREMPUAN JUMLAH

DESA

jdih.kpu.go.id




REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN PUTARAN KEDUA LUAR NEGERI

METODE PEMILIHAN

JUMLAH
LAKI-LAKI | PEREMPUAN JUMLAH POS
PPLN TPS KSK

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

e. Dst.

Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua
Dalam Negeri dan Luar Negeri tingkat Nasional tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih
rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Nasional sebagaimana terlampir yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan Berita Acara ini perubahan rekapitulasi ditetapkan dengan Keputusan
KPU.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1. HASYIM ASY’ARI (Ketua) oo
2. BETTY EPSILON IDROOS (Anggota)  ..oiiiiiiiiii
3. MOCHAMMAD AFIFUDIN (Anggota)  ..oiiiiiiiiii
4. PARSADAAN HARAHAP (Anggota)  ..oieiiiiiiii
5.  YULIANTO SUDRAJAT (Anggota)  .oiiiiiiii
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6. IDHAM HOLIK

7. AUGUST MELLAZ

Salinan sesuai dengan aslinya
_SEKRETARIAT JENDERAL
/ff{%'ISI'\PEMILIHAN UMUM
Vs 2

/..y ~XKepala Biro Perundang-Undangan,
5 ol % .'r*’
QL B
( "JJ; _—"_l.'~J 5

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY’ARI
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LAMPIRAN LV

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPS
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA
TINGKAT KELURAHAN/DESA ........

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga
bertempat di telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi Daftar Pemlhh Hasil Perbaikan DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
putaran kedua Tingkat Kelurahan/Desa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, PPS menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih
Hasil Perbaikan DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua Kelurahan/Desa
dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPS PEMILU PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA DI KELURAHAN/DESA

JUMLAH | PEMILIH | PEMILIH PEMILIH | PERBAIKAN | PEMILIH | POTENSIAL
TPS AKTIF BARU TIDAK DATA POTENSIAL DPTD
MEMENUHI | PEMILIH NON KTP-
SYARAT el
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Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
putaran kedua tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen
Rekapitulasi tingkat Kelurahan/Desa ........... sebagaimana terlampir yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di e
Pada Tanggal : ..... .... .....
PPS ..cccovvieiirincnnnnnnee
1. KETUA ] PP
2 ANGGOTA 2,
B e ANGGOTA 3 ..

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL HASYIM ASY’ARI
,QMISI PEMILIHAN UMUM

/. A /’ Kzapal' Byro Perundang-Undangan,

LJ 4 \

jdih.kpu.go.id



LAMPIRAN LVI

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPS
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA
TINGKAT KECAMATAN ........

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ......... tanggal ................. bulan .............. tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga
bertempat di telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi Daftar Pemlhh Hasil Perbaikan DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
putaran kedua Tingkat Kecamatan ............ untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, PPK .............c.ooeeeel. menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih
Hasil Perbaikan DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua Kecamatan
.................... dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPS PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL

PRESIDEN PUTARAN KEDUA KECAMATAN

JUML | JUMLAH | PEMILIH | PEMILIH | PEMILIH | PERBAI PEMILIH POTENSI
AH TPS AKTIF BARU TIDAK KAN POTENSIAL | AL DPTb
KEL/ MEMENU DATA NON KTP-el
DESA HI PEMILIH
SYARAT
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d Dst.
Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

putaran kedua tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen
Rekapitulasi tingkat Kecamatan ........... sebagaimana terlampir yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di PP
Pada Tanggal : ..... .... .....
PPK ....cceieviinniinnnnnns
1. KETUA |
2 ANGGOTA SO
P ANGGOTA 3 ..o,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
Salinan sesuai dengan aslinya ttd
SEKRETARIAT JENDERAL '
/7~ KOMISI PEMILIHAN UMUM
Y s e Ta B P Und
/ é / Kﬁpa iro erundang-Undangan, HASYIM ASY’ARI
ol Ha 4 \
‘U'\v.- #1i

jdih.kpu.go.id




LAMPIRAN LVII

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA
TINGKAT PPLN ......coooiiiiiiiiiinai,

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ......... tanggal ................. bulan .............. tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga
bertempat di ...................L , PPLN . ..., telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden putaran kedua Tingkat PPLN............ untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, PPLN ..............cccooenenne. menetapkan Rekapitulasi Hasil

Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran
kedua PPLN dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

METODE JUMLAH JUMLAH PEMILIH

PEMUNGUTAN | TPSLN/KSK/ | LAKI-LAKI | PEREMPUAN L+P
SUARA POS

TPSLN | cceiciieiieiiee | cecevcneneee | ceecevveciecnee | eeeececeeens

) e e s

POS | cerriiiiiiiee | ereieiieees | seeessesiesiees | seeeecesenes

JUMLAH

2. Menerima masukan data dari:
jdih.kpu.go.id




Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
putaran kedua tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen
Rekapitulasi tingkat PPLN sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di R
Pada Tanggal : .......c.ccoevennnt.
PPLN ....cccoeveveininnnncnee
Lo KETUA | DTN
2 ANGGOTA 2
3 ANGGOTA 3 ...
A ANGGOTA e
S ANGGOTA S ...

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Salinan sesuail dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL ttd.

/7~ KOMISI PEMILIHAN UMUM
A / ¢K“cpal' Bi\ro Perundang-Undangan,
& |

Y HASYIM ASY’ARI
| Pin

| R L3

jdih.kpu.go.id



LAMPIRAN LVIII

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

KPU KABUPATEN/KOTA .............

BERITA ACARA

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA
TINGKAT KABUPATEN/KOTA ........

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ......... tanggal ................. bulan .............. tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga
bertempat di .................... , KPU Kabupaten/Kota ............... telah melaksanakan Rapat
Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
putaran kedua Tingkat Kabupaten/Kota ............ untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, KPU Kabupaten/Kota ............cccooenenne. menetapkan
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua
Kabupaten/Kota .................... dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN PUTARAN KEDUA KABUPATEN/KOTA ...............
JUMLAH JUMLAH JUMLAH LAKI- PEREMPUAN | JUMLAH
KEC KELURAHAN/DESA TPS LAKI

jdih.kpu.go.id



2. Menerima masukan data dari:

d. Dst.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua
tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat
Kabupaten/Kota sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Berita Acara ini.

Berdasarkan Berita Acara ini rekapitulasi ditetapkan dengan Keputusan KPU

Kabupaten/Kota.
Dibuat di e
Pada Tanggal : ..... .... .....
KPU Kabupaten/Kota ......cccceeeuvenennenns
Lo KETUA | TP
2 ANGGOTA 2
3 ANGGOTA 3 ...
A ANGGOTA e
S ANGGOTA S ...
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Salinan sesuai dengan aslinya ttd.

SEKRETARIAT JENDERAL
/- KOMISEPEMILIHAN UMUM

/. Kepald Biro Perundang-Undangan, HASYIM ASY’ARI
-LE K.i'_. A “ .'1 \
g«‘ <) =1

jdih.kpu.go.id



Pada hari
bertempat di

LAMPIRAN LIX
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

KPU PROVINSI

BERITA ACARA

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA

TINGKAT PROVINSI ........

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

tanggal ................. bulan .....

tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga
........ , KPU Provinsi ......... telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua

Tingkat Provinsi

untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, KPU Provinsi ......... menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih

Tetap (DPT) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua Provinsi

dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

PUTARAN KEDUA PROVINSI

JUMLAH
KAB/KOTA

JUMLAH
KEC

JUMLAH

JUMLAH JUMLAH
KELURAHAN TPS
/DESA

2. Menerima masukan data dari:

jdih.kpu.go.id




Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua
tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat
Provinsi sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara
ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di e
Pada Tanggal : .....cccoevvnenennini.
KPU Provinsi ...............
L. e KETUA |
2 ANGGOTA 2
3. ANGGOTA 3 ..
4 ANGGOTA G
S ANGGOTA S ...
0.%) e ANGGOTA T
TF) ANGGOTA 7 coeiiiiiinenen.

Catatan: *) disesuaikan dengan Provinsi
masing-masing KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL ttd.
/7 KOMISI PEMILIHAN UMUM

M / ¢Ktpal Byro Perundang-Undangan,
tﬁl A '

i HASYIM ASY’ARI

Yl *_a-'
T =t -L.‘I

jdih.kpu.go.id



LAMPIRAN LX

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA
TINGKAT PPLN .....ccciiiiiiiiinnne.

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ......... tanggal ................. bulan .............. tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga
bertempat di .................... , PPLN . ..., telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua
Tingkat PPLN............ untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, PPLN ........................ menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih
Tetap (DPT) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua PPLN dengan rincian sebagai
berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

METODE JUMLAH JUMLAH PEMILIH
PEMUNGUTAN | TPSLN/KSK LAKI-LAKI PEREMPUAN L+P
SUARA /POS
TPSLN | ciceieiievienee | veveecernnee | veceeceecesieee | eececeeenees
KSK | crceiiieiieee | eveerecinese | evessecessessee | eeseecesenes
POS | crreiiiiiiiiee | cerereeieees | eevecessesieees | veeieceeens

jdih.kpu.go.id



JUMLAH

2. Menerima masukan data dari:

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua
tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat PPLN
sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di L s
Pada Tanggal : .......c..cceeennnt.
PPLN ...cccccvvinvneinnnnnnn.
1. KETUA Toooi,
2. ANGGOTA 2
N ANGGOTA 3 ...,
4. ANGGOTA S
S ANGGOTA S ...
Salinan sesuai dengan aslinya KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
SEKRETARIAT JENDERAL
/7~ KOMISI PEMILIHAN UMUM
[ ‘K“cpal' Bi\ro Perundang-Undangan, ttd.
" m—‘-\;-, #3]

HASYIM ASY’ARI

jdih.kpu.go.id



LAMPIRAN LXI

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

BERITA ACARA
Nomor :

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI TINGKAT NASIONAL
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ............ tanggal ................ bulan ............... tahun dua ribu dua puluh tiga
bertempat di Jakarta, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah melaksanakan
Rapat Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran
kedua Dalam Negeri dan Luar Negeri tingkat Nasional untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menetapkan
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua
Dalam Negeri dan Luar Negeri tingkat Nasional dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN PUTARAN KEDUA DALAM NEGERI

KEL/
PROV | KAB KEC TPS LAKI-LAKI | PEREMPUAN JUMLAH

DESA

jdih.kpu.go.id




REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN PUTARAN KEDUA LUAR NEGERI

JUMLAH METODE PEMILIHAN
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH
PPLN TPS KSK POS

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua Dalam
Negeri dan Luar Negeri tingkat Nasional tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci
dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Nasional sebagaimana terlampir yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan Berita Acara ini perubahan rekapitulasi ditetapkan dengan Keputusan
KPU.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal :

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1. HASYIM ASY’ARI (Ketua) oo
2.  BETTY EPSILON IDROOS (Anggota)  .oiiiiii
3. MOCHAMMAD AFIFUDIN (Anggota)  .iiieiiiie
4. PARSADAAN HARAHAP (Anggota)  .eciieiiiiie
5.  YULIANTO SUDRAJAT (Anggota)  ..oiiiii
6. IDHAM HOLIK (Anggota)  .iiiiii

jdih.kpu.go.id



7. AUGUST MELLAZ

Salinan sesuai dengan aslinya
/SJE@ETARIAT JENDERAL
/M‘ISI\PEMILIHAN UMUM
/? h"-". y e £

ala Biro Perundang-Undangan,

jdih.kpu.go.id

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY’ARI



